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ABSTRAK 

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA OLEH 
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JA WA TENGAH 

DwiMaryoso 
dwi.maryoso@yahoo.co.id 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi 
kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melindungi tenaga 
kerja dalam hubungan kerja melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja, faktor-faktor 
pendorong dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut, dan kebijakan­
kebijakan apa yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam 
mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Lokasi penelitian ini adalah di Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Penelitian Kualitatif. 
Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan 
wawancara untuk memperoleh data primer. Sedangkan untuk memperoleh data 
sekunder menggunakan studi kepustakaan. Wawancara dalam penelitian ini 
dilakukan kepada responden atau informan. Responden dalam penelitian ini yaitu 
pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsun dalam pembuatan 
kebijakan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data penelitian 
model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 
kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melindungi tenaga 
kerja dalam hubungan kerja melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja berjalan relatif 
lancar. Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan yaitu hambatan yang 
berasal dari peraturan perundangan tentang jaminan so sial tenaga kerja yang tidak 
memberikan sanksi yang tegas kepada pemberi kerja yang melanggar di samping 
itu peraturan yang ada saat ini menyebabkan kepesertaan ganda untuk jaminan 
kesehatan, hambatan disebabkan juga oleh kurangnya sumber daya manusia dan 
sumber daya keuangan, hambatan yang lain yaitu kurangnya koordinasi dan 
komunikasi diantara para stakeholder jaminan sosial. 

Kata Kunci : Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja, Pekerja, 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF MANPOWER SOCIAL SECURITY BY 
CENTRAL JAVA LOCAL GOVERNMENT 

Dwi Maryoso 
dwi.maryoso@yahoo.co.id 

Graduate Studies Program . 
Indonesia Open University 

The porpose of this research is to determine how the implementation of 
Central Java Local Goverment Policy to protect manpower who is in employment 
relation by manpower social security, what the driving factor and obstacle in 
implementation of this policy, and what policy which is taken by the Central Java 
Local Goverment to overcome these problems. The location of this research is 
Central Java Province Transmigration and Manpower Office. The research 
approach used in this research is qualitative research approach. Data resources 
used in. this research are primay and secondary data. Technique of data collection 
used in this research are documentation and interview to collect primary data. And 
it used literature review to collect secondary data. Interview in this research is 
done to respondents or informans. Respondents in this research are some parties 
which are related directly or indirectly in policy making. Data analysis used in this 
research is Miles and Huberman Model Data Analysis which is consist of data 
reduction, data presentation and conclucion. The research result shows that the 
implementation of Central Java Local Goverment policy to protect manpower 
who is in employment relation by manpower social security is fairly fluently. 
Nevertheless there are still many obstacles, there are many obstacles come from 
the regulation about manpower social security which don't give strick sanction to 
employer who violates the law and now the prevailing regulation cause double 
membership in health security, many obstacle caused by the lack of manpower 
and budget, and the other obstacles is the lack of coordination and communication 
among the social security stakeholder. 

Keywords Social Security, Local Goverment, Employer, Employee, Social 
Security Administrative Body (BPJS) 
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BABIV 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan 

pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti Iebih 

lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan gambaran umum 

ketenagakeijaan di Jawa Tengah. 

1. Gambaran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah 

a. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas 

Daerah Provinsi Jawa Tengah pasal 15 me~elaskan bahwa 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur 

pelaksana otonomi daerah di bidang tenaga kerja dan 

transmigrasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Gubemur melalui SEKDA. Dinas Tenaga Keija 

dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah bidang tenaga kerja dan transmigrasi 

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. 

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 16, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

menyelenggarakan fungsi: 
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I 

I: 
I 

-------------------

1) Perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan 

transmigrasi; 

2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan 

urn urn bidang tenaga kerj a dan transmigrasi; 

3) Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja dan 

transmigrasi lingkup Provinsi dan Kabupaten!Kota 

4) Pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan 

transmigrasi, pelatihan kerj a dan produktivitas, 

pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial, 

jaminan sosial dan serta ketransmigrasian; 

5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang tenaga 

6) 

7) 

kerja,dan transmigrasi; 

Pelaksanaan kesekretariatan dinas; 

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubemur 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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b. Susunan Organisasi 
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Adapun Susunan Organisasi Dinas Tenaga KeJja dan 

Transmigrasi didasarkan pada Peraturan Gubemur Jateng 

Nomor 65 Tahun 2008 tentang penjabaran Tugas Pokok, Fungsi 

dan Tata Kerja Dinas Tenaga KeJja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah terdiri dari : 

1) Kepala Dinas; 

2) Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, 

pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang 

program, keuangan, dan umum kepegawaian. 

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan 

tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 

pelaksanaan di bidang program; 

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan 

tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 

pelaksanaan di bidang keuangan; 

c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan 

tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan 

pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian; 

50 

43121.pdf



d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3) Bidang Penempatan Tenaga Keija dan Transmigrasi 

(PENT A TRANS) mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

pelaksanaan di bidang penempatan tenaga kmja dalam dan 

luar negeri, perluasan dan pengembangan tenaga kerja, 

dan transmigrasi. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi mempunyai fungsi : 

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang penempatan 

tenaga keija dalam dan luar negeri; 

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang per!uasan dan 

pengembangan tenaga keija; 

c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang transmigrasi; 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

4) Bidang Pelatihun Keija dun Produktivitas, mempunyai 

tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang standarisasi 

dan sertifikasi, pelatihan dan pemagangan, dan 
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produktivitas. Bidang Pelatihan Keija dan Produktivitas 

mempunyai fungsi : 

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang standarisasi 

dan sertifikasi; 

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan 

pemagangan; 

c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang produktivitas; 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

5) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang 

syarat keija dan jarninan sosial, kelembagaan hubungan 

industrial, dan pengupahan dan kesejahteraan tenaga keija. 

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

mempunyai fungsi; 

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang syarat kerja 

dan j ami nan sosial; 
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b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang kelembagaan 

hubungan industrial; 

c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengupahan 

dan kesejahteraan tenaga kerja; 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

6) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perurnusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan norma 

kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pengawasan 

norma keselamatan kerja dan kesehatan kerja, dan 

pengawasan dan perlindungan hukum tenaga kerja dalam 

dan luar negeri. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 

mempunyai fungsi : 

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan 

norma kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan 

norma keselamatan kerja dan kesehatan kerja; 

c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan 
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dan perlindungan hukum tenaga kerja dalam dan 

luar negeri; 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

7) Balai Latihan Kerja Industri Cilacap (BLKI Cilacap), 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 

teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang 

Dinas di bidang pelatihan kerja industri. Untuk 

melaksanakan tugas Balai Latihan Kerja Industri 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang 

pelatihan dan pemasaran kerja industri; 

b) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang 

pelatihan dan pemasaran kerja industri; 

c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

pelatihan dan pemasaran kerja industri; 

d) Pengelolaan ketatausahaan; 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

8) Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP) Klampok, 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 

teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas di 

bidang pelatihan kerja pertanian. Untuk melaksanakan 
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tugas pokok Balai Latihan Keija Pertanian 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang 

pelatihan dan pemasaran keija pertanian; 

b) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang 

pelatihan dan pemasaran keija pertanian; 

c) Pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pelatihan dan pemasaran keija pertanian; 

d) Pengelolaan ketatausahaan; 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

9) Balai Latihan Keija Luar Negeri ( BLKLN) Provinsi Jawa 

Tengah, Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang 

Dinas di bidang pelatihan kerja luar negeri. Balai Latihan 

Keija Luar Negeri menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan 

dan pemasaran keija luar negeri; 

b) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang 

pelatihan dan pemasaran keija luar negeri; 

c) Pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pelatihan dan pemasaran keija luar negeri; 

d) Pengelolaan ketatausahaan; 
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e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

10) Balai Pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan 

hiperkes ( BPKK dan Hiperkes ) Provinsi Jawa Tengah, 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 

teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas di 

bidang pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan 

hiperkes. 

Balai pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan 

hiperkes menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang 

pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan 

hiperkes; 

b) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang 

pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan 

hiperkes; 

c) Pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pelatihan dan pengujian keselamatan kerja 

dan hiperkes; 

d) Pengelolaan ketatausahaan 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya 

II) Balai Pengembangan Produktivitas Tenaga kerja (BP2TK) 

Provinsi Jawa Tengah, Mempunyai tugas pokok 
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melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau 

kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengembangan 

produktivitas tenaga keija. 

Balai Pengembangan · Produktivitas Tenaga 

Kerjamenyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan 

dan pemasaran di bidang Pengembangan 

Produktivitas Tenaga Kerja; 

b) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang 

pelatihan dan pemasaran Pengembangan 

Produktivitas Tenaga Keija; 

c) Pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan di 

bidang pelatihan dan pemasaran Pengembangan 

Produktivitas Tenaga Keija; 

d) Pengelolaan ketatausahaan; 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

12) Balai Latihan Transmigrasi dan Penyandang Cacad 

(Balatrans Penca) Provinsi Jawa Tengah, Mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis 

operasional atau kegiatan teknis penunjang Dinas di 

bidang pelatihan transmigrasi dan penyandang cacat. 

Balai Pelatihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat 

menyelenggarakan fungsi: 
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a) Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan, 

pengerahan dan penempatan transmigrasi dan 

penyandang cacat; 

b) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan, 

pengerahan dan penempatan transmigrasi dan 

penyandang cacat 

c) Pemantauan, evaluasi dan pelatihan, pengerahan dan 

penempatan transmigrasi dan penyandang cacat; 

d) Pengelolaan ketatausahaan; 

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

13) Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja 

(BP3TK) Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau 

kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaanan 

penyelesaian perselisihan tenaga kerja. 

Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyusunan rencana teknis operasional di bidang 

penyelesaian hubungan industrial, pemutusan 

hubungan kerja, dan penyelesaian kasus penempatan 

tenaga kerj a; 

b) Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang 

penyelesaian hubungan industrial, pemutusan 
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hubungan kerja dan penyelesaian kasus penempatan 

tenaga kerja; 

c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

penyelesaian hubungan industrial, pemutusan 

hubungan kerja, dan penyelesaian kasus penempatan 

tenaga keija; 

d) Pengelolaan ketatausahaan; 

c. Kepegawaian 

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi , Dinas Tenaga kerja 

dan transmigrasi Provinsi Jawa Tengah didukung 

personil/pegawai sejumlah 408 orang. Daftar jumlah pegawai 

berdasarkan jenis kelamin di lingkungan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi adalah sebagaimana gambar 1.1 

Gambar 2.1. 
Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013 

laki-laki 

perempuan 
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Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat sebaran jumlah 

pegawai berdasarkan jenis kelamin, dimana jumlah pegawai 

laki-laki lebih dominan yakni sebanyak 247 orang atau 61% 

sedangkan jumlah pegawai perempuan berjumlah 161 orang 

atau 39%. 

Sementara itu, selain sebaran berdasarkan jenis kelamin, 

pada gambar dibawah juga terlihat sebaran pegawai berdasarkan 

tingkat pendidikan pegawai yang ada di lingkungan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana gambar 1.2 

Gambar 2.2. 
Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingat Pendidikan Tahun 2013 
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Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa, 

jumlah pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi didominasi oleh lulusan S-1 sebanyak 164 

pegawai atau 40,20%, lulusan SLT A sebanyak 144 pegawai atau 
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35,29% dan kemudian lulusan S-2 sebanyak 54 pegawai. 

Artinya, dengan tingkat pendidikan yang baik (lulusan S-1 dan 

S-2), pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah 

memiliki kompetensi secara akademis yang mendukung dalam 

menjalankan tugas pokok fungsinya masih-masing. 

Sebaran pegawai juga dapat dikelompokkan berdasarkan 

struktural seperti terlihat pad a gam bar 1.3. 

Gambar 2.3. 
Sebaran Pegawai Berdasarkan Struktur Tahun 2013 

• Fungsional Khusus 

• Struktural 

• Fungsional Khusus 

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan sebaran 

pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan 

struktural dimana fungs ional umum sebanyak 294 pegawai, 

sementara jabatanfungsional khusus sebanyak 66 Pegawai dan 

jabatan struktural sebanyak 48 pegawai. 
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d. Strategi Dan Kebijakan 

Strategi 

1) Misi kesatu, Meningkatkan Kualitas dan daya saing tenaga 

kerja ditempuh dengan strategi sebagai berikut: 

a) Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya 

saing tenaga keija melalui pelatihan berbasis 

kompetensi, berbasis masyarakat, berbasis 

kewirausahaan di BLK pemerintah dan lembaga 

pelatihan keij a swasta. 

b) Penguatan kelembagaan produktivitas tenaga kerja. 

c) Koordinasi dan jejaring kerjasama pengembangan 

pelatihan 

d) Penyusunan program dan modul pelatihan, 

penyediaan sarpras pelatihan, pengukuran 

produktivitas dan penyusunan data/informasi bidang 

pelatihan dan produktivitas. 

e) Penguatan kelembagaan pelatihan keij a swasta serta 

mendorong terbentuknya TUK (Tempat Uji 

Kompetensi) 

f) Harmonisasi regulasi standardisasi dan kompetensi 

tenaga kerja serta kualifikasi nasional pendidikan 

g) Peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga 

pelatihan serta pengelola lembaga pelatihan. 

62 

43121.pdf



h) Peningkatan sertifikasi, uji kompetensi sesmu 

Standarisasi Kompetensi 

2) Misi kedua, Meningkatkan Perluasan dan Kesempatan 

Kerja ditempuh dengan strategi ·sebagai berikut: 

a) Meningkatkan penempatan tenaga kelja dalam dan 

luar negeri serta kewirausahaan 

b) Meningkatkan kualitas kinelja lembaga penempatan 

tenaga kelja, pemberdayaan TKI Puma, Penca & 

lansia serta pembinaan Tenaga Kelja pendamping 

TKA. 

c) Menyelenggarakan model model penyebarluasan 

informasi pasar kelja (BKO, BKK, JMF) 

d) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi 

ketenagakeljaan untuk mendukung perencanaan 

dalam penciptaan kesempatan kelja. 

3) Misi ketiga, meningkatkan kualitas penempatan 

transmigrasi ditempuh dengan strategi sebagai berikut: 

a) Meningkatkan kualitas caJon transmigran sesuai 

potensi dan lokasi daerah penempatan melalui 

pelatihan 

b) Meningkatkan keljasama antar daerah dalam 

penempatan transmigrasi 

c) Meningkatkan kualitas SDM pengelola transmigrasi 
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4) Misi keempat, Meningkatkan hubungan industrial yang 

harmonis ditempuh dengan strategi sebagai berikut: 

a) Meningkatkan peran lembaga keljasama bipartit dan 

lembaga keljasama tripartit 

b) Meningkatkan pengelolaan data dan informasi 

hubungan industrial 

c) Meningkatkan pengelolaan iklim kelja yang 

kondusif untuk menciptakan hubungan industrial 

yang harmonis 

5) Misi kelima, Meningkatkan Kesejahteraan Pekelja 

ditempuh dengan strategi sebagai berikut: 

a) Meningkatkan koordinasi dalam penetapan upah 

minimum yang layak dan berkeadilan 

b) Mendorong perusahaan dalam penyediaan fasilitas 

sarana kesej ahteraan bagi tenaga kelj a 

c) Mendorong kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja baik diluar maupun didalam hubungan kelja. 

6) Misi keenam, meningkatkan perlindungan, norma kelja, 

keselamatan dan kesehatan ditempuh dengan strategii 

sebagai berikut: 

a) Meningkatkan koordinasi pengawasan, pemeriksaan 

dan pembinaan ketenagakerjaan dalam dan luar 

negeri 
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b) Mendorong penerapan SM-K3 (Sistem Manajemen 

K3), pengawasan standarisasi dan sertifikasi K3 

c) Pemeriksaan dan pengujian peralatan dan bahan 

berbahaya sesual standarisasi dan sertifikasi K3 

d) Peningkatan pelaksanaan pelatihan, penguJian dan 

higiene Perusahan (Hiperkes) 

e) Penarikan pekerja anak dari bentuk bentuk pekerjaan 

terburuk anak (BPT A) 

f) Peningkatan pengawasan norma keija, keselamatan 

dan kesehatan kerja serta penerapan EEO ( Equal 

Employment Opportunity) diperusahaan. 

Kebijakan 

1) Misi kesatu, Meningkatkan kualitas dan Daya saing tenaga 

kerja ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut: 

a) Penciptaan tenaga keija yang berkompeten dan 

berdaya samg serta berkembangnya usaha 

mandirilkewirausahaan 

b) Meningkatkan produktivitasi tenaga keija; 

c) Fasilitasi pemagangan dalam dan luar negeri 

d) Peningkatan fungsi dan revitalisasi BLK 

e) Penerapan standard dan modul CBT serta Akreditasi 

LPKS 

f) Meningkatkan kapasitas assesor kompetensi dan 

akreditasi lembaga pelatihan keija 
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g) Meningkatkan pengakuan tenaga keija/status 

lembaga pelatihan keija 

h) Pembinaan kelembagaan pelatihan keija dan 

produktivitas 

2) Misi Kedua, Meningkatkan perluasan dan kesempatan 

kerja ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut: 

a) Peningkatan perluasan dan kesempatan keija di 

dalam dan di Luar Negeri 

b) Peningkatan pelayanan penyelenggaraan 

penempatan tenaga kerja 

c) Optimalisasi penyebarluasan informasi pasar keija 

d) Optimalisasi pengelolaan data dan informasi 

nakertransduk 

3) Misi ketiga, kualitas penempatan transmigrasi ditempuh 

dengan kebijakan sebagai berikut: 

a) Peningkatan kualitas dan kuantitas caJon 

transmigran 

b) Peningkatan kualitas pelayanan penempatan 

transmigrasi 

4) Misi keempat, meningkatkan hubungan industrial yang 

harmonis ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut: 

a) Penguatan Peran Lembaga Hubungan Industrial 

b) Meningkatkan jejaring pengelolaan data Hubungan 

Industrial 
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c) Peningkatan peran mediator hubungan industrial 

5) Misi kelima, meningkatkan kesejahteraan pekerja 

ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut: 

a) Penetapan Upah Minimum yang layak, berkeadilan 

dan diterima semua pihak 

b) Optimalisasi saran kesejahteraan Pekelja 

c) Meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Sosial 

Tenaga Kelja 

6) Misi keenam, meningkatkan perlindungan, kesehatan dan 

keselamatan kelja di tempuh dengan kebijakan sebagai 

berikut: 

a) Peningkatan pelayanan pengawasan keselamatan 

dan kesehatan kelja melalui pemeriksaan dan 

pengujianperalatan K3 

b) Peningkatan peran dan fungsi panitia pembina 

keselamatan dan kesehatan kelja (P2K3) 

c) Menurunkanjumlah pekeija anak 

d) Penguatan peran BPPKK dan Hiperkes dalam 

peningkatan derajat kesehatan tenaga kelja dan 

peningkatan layanan pengujian lingkungan 

e) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta 

perlindungan perempuan dan anak 

f) Peningkatan pengawasan penempatan tenaga kerja 

dalam dan luar negeri. 
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2. Kondisi Umum Ketenagakerjaan Di Jawa Tengah 

a. Penduduk Usia Kerja 

TABEL3.1 
PENDUDUK USIA KERJA MENURUT KEGIATAN DAN DAERAH 

Dl PROVINSI JA WA TENGAH 
Agustus2015 

Kegiatan 
Daerah (Orane) 

Total 
Perkotaan Perdesaan 

ANGKATAN KERJA 8.287.575 9.011.350 17.298.925 
BEKERJA 7.832.441 8.602.701 16.435.142 
PENGANGGUR 455.134 408.649 863.783 
BUKAN ANGKATAN 
KERJA 4.097.089 4.096.449 8.193.538 
SEKOLAH 1.084.244 892.132 1.976.376 
MENGURUS RUMAH 
TANGGA 2.367.716 2.528.766 4.896.482 
LAINNYA 645.129 675.551 1.320.680 
PENDUDUK USIA KERJA 12.384.664 13.107.799 25.492.463 
Data Sakernas BPS bulan Agustus 2015 

TABEL3.2 
PENDUDUK USIA KERJA MENURUT KEGIA TAN DAN JENIS 

KELAMIN 
Dl PROVINSI JA WA TENGAH 

Agustus20I5 

Kegiatan 
Jenis Kelamin (Orane) 

Laki laki Perempuan 

ANGKATAN KERJA 10.298.071 7.000.854 
BEKERJA 9.725.307 6.709.835 
PENGANGGUR 572.764 291.019 

BUKAN ANGKATAN 
KERJA 2.203.283 5.990.255 
SEKOLAH 1.034.172 942.204 
MENGURUS RUMAH 
TANGGA 375.425 4.521.057 
LAINNYA 793.686 526.994 
PENDUDUK USIA KERJA 12.501.354 12.991.109 
Data Sakemas BPS bulan Agustus 2015 

Total 

17.298.925 
16.435.142 

863.783 

8.193.538 
1.976.376 

4.896.482 
1.320.680 

25.492.463 
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TABEL3.3 
PENDUDUK USIA KERJA MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN 

DAERAH 
D1 PROVINSI JA WA TENGAH 

Agustus2015 

Kabupaten/Kota 
Daerah Oranel 

Perkotaan Perdesaan 
Kabupaten Banjamegara 178.464 494.575 
Kabupaten Banyumas 672.604 558.D73 
Kabuoaten Batane 242.024 317.464 
Kabupaten Blora 172.685 484.473 
Kabupaten Boyolali 261.354 472.912 
Kabupaten Brebes 600.682 706.560 
Kabuoaten Cilacap 467.062 780.117 
Kabupaten Demak 333.255 492.598 
Kabupaten Grobogan 194.218 822.843 
Kabuoaten Jeoara 552.705 331.128 
Kabuoaten Karaugauyar 352.113 303.233 
Kabupaten Kebumen 257.733 617.033 
Kabupaten Kendal 361.044 351.536 
Kabuoaten Klaten 630.923 271.605 
Kabupaten Kudos 508.115 127.033 
Kabupaten Mage1aug 290.440 654.043 
Kabupaten Pati 346.469 605.726 
Kabupaten Peka1onean 346.019 290.153 
Kabuoaten Pemalaug 497.912 438.o33 
Kabupaten Purbalingga 224.927 439.265 
Kabupaten Purworejo 169.384 373.838 
Kabupaten Rembaue 149.795 328.936 
Kabuoaten Semaraug 327.351 441.365 
Kabupaten Sragen 237.026 440.045 
Kabupaten Sukoharjo 531.138 137.623 
Kabupaten Teeal 629.036 404.350 
Kabupaten Temanggung 158.327 411.025 
Kabupaten Wonogiri 174.907 578.947 
Kabupaten Wonosobo 149.890 423.413 
Kota Maeelane 94.883 -
Kota Pekalongau 221.598 -
Kota Salatiga 143.818 -
Kota Semarang 1.316.499 9.854 
Kota Surakarta 405.107 -
Kota Teeal 185.157 -
JUMLAH 12.384.664 13.107.799 
Data Sakemas BPS bulan Agustus 2015 

Total 

673.039 
1.230.677 

559.488 
657.158 
734.266 

1.307.242 
1.247.179 

825.853 
1.017.061 

883.833 
655.346 
874.766 
712.580 
902.528 
635.148 
944.483 
952.195 
636.172 
935.945 
664.192 
543.222 
478.731 
768.716 
677.071 
668.761 

1.033.386 
569.352 
753.854 
573:303 

94.883 
221.598 
143.818 

1.326.353 
405.107 
185.157 

25.492.463 
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b. Angkatan Kerja 

TABEL4.1 
ANGKA TAN KERJA MENURUT GO LONGAN UMUR DAN DAERAH 

DIPROVINSIJAWA TENGAH 
Agustus2015 

Golongan Umur 
Daerah (Orang) 

Total 
Perkotaan Perdesaan 

15-24 1.343.932 1.247.017 2.590.949 
25-34 1.838.817 1.763.791 3.602.608 
35-44 1.933.911 2.042.587 3.976.498 
45-54 1.731.011 1.956.087 3.687.098 
55+ 1.439.904 2.001.868 3.441.772 
JUMLAH 8.287.575 9.011.350 17.298.925 
Data Sakemas BPS bulan Agustus 2015 

TABEL4.2 
ANGKA TAN KERJA MENURUT GOLONGAN UMUR DAN JENIS 

KELAMIN 
DIPROVINSIJAWA TENGAH 

Agustus2015 

Golongan Umur 
Jenis Kelamin (Oran2) 

Total 
Laki-Laki Perempuan 

15-24 1.560.244 1.030.705 2.590.949 
25-34 2.248.580 1.354.028 3.602.608 
35-44 2.344.472 1.632.026 3.976.498 
45-54 2.108.430 1.578.668 3.687.098 
55+ 2.036.345 1.405.427 3.441.772 
JUMLAH 10.298.071 7.000.854 17.298.925 
Data Sakemas BPS bulan Agustus 2015 

TABEL4.3 
ANGKATAN KERJA MENURUT PENDIDIKAN DAN DAERAH 

Dl PROVINSI JA WA TENGAH 
Agustus2015 

Pendidikan 
Daerah (Orang) 

Total 
Perkotaan Perdesaan 

<SD 3.180.785 5.617.115 8.797.900 
SMTP 1.575.966. 1.768.287 3.344.253 
SMTA 2.530.177 1.277.826 3.808.003 

Diploma I/11/IIII Akademi 280.060 106.490 386.550 
Universitas 720.587 241.632 962.219 
JUMLAH 8.287.575 9.011.350 17.298.925 
Data Sakemas BPS bulan Agustus 2015 
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TABEL4.4 
ANGKATAN KERJA MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN DAERAH 

Dl PROVINSI JA WA TENGAH 
Agustus2015 

Kabupaten/Kota 
Daerah (Orang) 

Total 
Perkotaan Perdesaan 

Kola Tegal 120.665 - 120.665 
Kabupalen Pekalongao 235.226 175.764 410.990 
Kabuoalen Rembaog 93.459 227.125 320.584 
Kabuoalen Magelaog 196.812 460.854 657.666 
Kabupalen Pemalaog 323.141 269.472 592.613 
Kabupalen Pati 228.329 417.583 645.912 
Kabupalen Boyolali 204.098. 344.230 548.328 
Kabupalen Tegal 398.435 231.036 629.471 
Kabuoalen Kudus 361.732 89.495 451.227 
Kabupalen Klalen 419.419 192.366 611.785 
Kabupalen Cilacap 292.541 485.610 778.151 
Kabupalen Brebes 377.358 443.744 821.102 
Kabupalen Jeoara 376.633 225.555 602.188 
Kabupalen Sukoharjo 359.971 89.217 449.188 
Kabupalen Baoyumas 406.787 333.725 740.512 
Kola Magelaog 61.060 - 61.060 
Kabupalen Demak 230.183 338.318 568.501 
Kabupalen Wonogiri 115.601 405.457 521.058 
Kabupalen Purbalingga 157.846 294.109 451.955 
Kota Surakarta 284.076 - 284.076 
Kabupalen Semaraog 241.448 337.627 579.075 
Kabupaten Karangaoyar 243.687 222.817 466.504 
Kabupalen Banjarnegara 120.228 368.475 488.703 
Kota Salaliga 90.174 - 90.174 
Kabup_alen Temaoggung 114.003 . 315.712 429.715 
Kabupalen Sragen 173.178 313.686 486.864 
Kabupalen Kebumen 166.910 449.179 616.089 
Kola Semarang 880.396 7.670 888.066 
Kabupalen· Kendal 236.821 231.337 468.158 
Kabupaten Grobogao 138.107 584.962 723.069 
Kabupaten Purworejo 107.414 266.640 374.054 
Kota Pekalongan 149.507 - 149.507 
Kabuoalen Balang 162.654 215.666 378.320 
Kabupalen Blora 110.783 354.256 465.039 
Kabupaten Wonosobo 108.893 319.663 428.556 
JUMLAH 8.287.575 9.011.350 17.298.925 
Data Sakemas BPS bulan Agustus 2015 

71 

43121.pdf



c. Penduduk Yang Bekerja 

TABEL5.1 
PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JENIS PEKERJAAN/JABA TAN 

DANDAERAH 
DI PROVINSJ JAWA TENGAH 

Agustus2015 

Jenis Pekerjaan/Jabatan 
Daerah (orang) 

Perkotaan Perdesaan 

Tenaga profesional, teknisi 
dan yang sejenis 553.388 312.217 

Tenaga kepemimpinan dan 
ketatalaksanaan 89.478 42.169 

Tenaga tata usaha dan yang 
seienis 432.887 147.034 
Tenaga usaha penjualan 1.978.139 1.290.959 
Tenaga usaha jasa . 587.651 260.675 

Tenaga usaha pertanian, 
kehutanan, perburuan, dan 
perikanan 958.769 3.695.915 
Tenaga produksi,operator 
alat-alat angkutan dan 
pekeria kasar 3.183.760 2.841.189 
Lainnva 48.369 12.543 
JUMLAH 7.832.441 8.602.701 
Data Sakemas BPS bulan Agustus 2015 

TABEL5.2 

Total 

865.605 

131.647 

579.921 
3.269.098 

848.326 

4.654.684 

6.024.949 
60.912 

16.435.142 

PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JENIS PEKERJAAN/JABATAN 
DAN JENIS KELAMIN 

DI PROVINSI JA WA TENGAH 
Agustus2015 

Jenis Pekerjaan/Jabatan 
Jenis Kelilmin (orang) 

Laki-Laki Perempuan 

Tenaga profesional, teknisi 
dan yang seienis 395.696 469.909 

Tenaga kepemimpinan dWl 
ketatalaksanaan 102.103 29.544 

Tenaga lata usaha dan yang 
sejenis 326.806 253.115 
Tenaga usaba penjualan 1.417.267 1.851.831 
Tenaga usaba iasa 392.331 455.995 

Tenaga usaha pertanian, 
kehutanan, perburuan, dan 
perikanan 2.863.056 1.791.628 
Tenaga produksi,operator 
alat-alat angkutan dan pekerja 
kasar 4.169.043 1.855.906 
Lainnva 59.005 1.907 
JUMLAH 9.725.307 6.709.835 
Data Sakemas BPS bulan Agustus 2015 

Total 

865.605 

131.647 

579.921 
3.269.098 

848.326 

4.654.684 

6.024.949 
60.912 

16.435.142 
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TABEL5.3 
PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN 

DAERAH 

Kabupaten/Kota 

Kabuoaten Cilacao 

Kabuoaten Banvumas 

Kabunaten Purbalin~~a 
Kabunaten Baniarneoara 

Kabunaten Kebumen 

Kabuoaten Purworeio 

Kabuoaten Wonosobo 

Kabunaten Ma~elan~ 

Kabunaten Bovo1ali 

Kabuoaten K1aten 

Kabuoaten Sukohario 

Kabuoaten Wono~iri 

Kabunaten Karanoanvar 

Kabunaten Sraoen 

Kabuoaten Grobo~an 

Kabunaten Blora 

Kabunaten Rembano 

Kabuoaten Pati 

Kabuoaten Kudus 

Kabuoaten J eoara 

Kabuoaten Demak 

Kabunaten Semaran• 

Kabunaten Teman»uno 

Kabuoaten Kendal 

Kabuoaten Batan~ 

Kabunaten Pekalonoan 

Kabuoaten Pemalano 

Kabuoaten Teoal 

Kabuoaten Brebes 
Kota Maoelano 

Kota Surakarta 

Kota Salatioa 

Kota Semaran~ 
Kota Pekalonoan 

Kota Teoal 

.TUMLAH 

D1 PROVINSI JA WA TENGAH 
Agustus 2015 

Daerah (orang) 

Perkotaan Perdesaan 

264.562 451.257 

384.858 308.482 

146.469 283.628 

115.328 348.716 

157.768 432.800 

102.919 256.121 

101.142 308.247 

184.266 439.447 

202.559 334.620 

408.472 187.946 

343.645 85.240 

109.240 395.803 

236.113 213.576 

164.325 300.574 

130.621 554.712 

104.519 338.756 

88.139 217.971 

220.181 397.118 

342.895 85.605 

367.204 216.184 

216.810 317.491 

232.683 331.528 

108.842 314.414 

216.848 218.197 

156.583 204.482 

223.784 166.243 

297.190 256.745 

361.861 207.705 

345.457 422.384 

57.133 -
271.199 -

84.380 -
830.128 6.709 

143.376 -

110.942 -
7.832.441 8.602.701 

Data Sakemas BPS bulan Agustus 2015 

Total 

715.819 

693.340 

430.097 

464.044 

590.568 

359.040 

409.389 

623.713 

537.179 

596.418 

428.885 

505.043 
449.689 

464.899 

685.333 

443.275 

306.110 

617.299 

428.500 

583.388 

534.301 

564.211 

423.256 

435.045 

36!".065 
390.027 

553.935 
569.566 

767.841 

57.133 

271.199 

84.380 

836.837 

143.376 

110.942 

16.435.142 

73 

43121.pdf



d. Setengah Penganggur 

TABEL6.1 
SETENGAH PENGANGGUR MENURUT JEN1S PEKERJAAN/JABATAN 

DANDAERAH 
D1 PROVINSI JAWA TENGAH 

Agustus2015 

Jenis Pekerjaan/Jabatan 
Daerah (orang) 

Perkotaan Perdesaan 

Tenaga profesional, teknisi 
dan vano seienis 29.359 35.213 

Tenaga kepemimpinan dan 
ketatalaksanaan 3.359 1.070 

Tenaga tala usaha dan yang 
seienis 5.544 3.617 
Tenaga usaha oeniualan 82.683 59.852 
Tena•a usaha iasa 37.654 17.569 

Tenaga usaha pertanian, 
kehutanan, perburuan, dan 
oerikanan 107.382 439.440 
Tenaga produksi,operator 
alat-alat angkutan dan pekerja 
kasar 122.662 125.724 
Lainnva - -
JUMLAH 388.643 682.485 
Data Sakemas BPS bulan Agustus 2015 

TABEL6.2 

Total 

64.572 

4.429 

9.161 
142.535 
55.223 

546.822 

248.386 

-
1.071.128 

SETENGAH PENGANGGUR MENURUT JENIS PEKERJAAN/JABATAN 
DAN JENIS KELAMIN 

Dl PROVINSI JAWA TENGAH 
Agustus2015 

Jenis Pekerjaan/Jabatan 
Jenis Kelamin (orang) 

Laki-Laki Perempuan 

Tenaga profesional, teknisi 
dan yang seienis 22.277 42.295 

Tennga kepemimpinan dan 
ketatalaksanaan 3.187 1.242 

Tenaga tala usaha dan yang 
seienis 3.579 5.582 
Tenaga usaha oeniualan 67.367 75.168 
Tena•a usaha iasa 16.811 38.412 

Tenaga usaha pertanian, 
kehutanan, perburuan, dan 
oerikanan 331.675 215.147 
Tennga produksi,operator 
alat-alat angkutan dan pekerja 
kasar 162.256 86.130 
Lainnva - -
JUMLAH 607.152 463.976 
Data Sakemas BPS bulan A gust us 2015 

Total 

64.572 

4.429 

9.161 
142.535 
55.223 

546.822 

248.386 

-
1.071.128 
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TABEL 6.3 
SETENGAH PENGANGGUR MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN 

DAERAH 
D1 PROVINSI JA WA TENGAH 

Agustus2015 
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e. Penganggur Terbuka 

ABEL 7.1 
PENGANGGUR TERBUKA MENURUT KETERAMP1LAN DAN DAERAH 

D1 PROVINSI JA WA TENGAH 
Agustus2015 

Keterampilan 
Daerah (oran~) 

Total 
Perkotaan Perdesaan 

Teknik Mekanik 1.523 919 2.442 
Listrik/Elektro 668 412 1.080 
Otomotif 2.439 2.543 4.982 
Aneka Keiuruan 18.906 9.310 28.216 
Administrasi Bisnis 4.371 2.470 6.841 
Ban~unan 929 267 1.196 
Pertanian - - -
Tidak Menoikuti Pelatihan 426.298 392.728 819.026 
JUMLAH 455.134 408.649 863.783 
Data Sakemas BPS bulan Agustus 2015 

TABEL7.2 
PENGANGGUR TERBUKA MENURUT KETERAMPILAN DAN JENIS 

KELAMIN 

Keterampilan 

Teknik Mekanik 
Listrik/Elektro 
Otomotif 
Anoka Keiuruan 
Administrasi Bisnis 
Ban~unan 

Pertanian 

D1 PROVINSI JA WA TENGAH 
Agustus2015 

Jenis Kelamin (oran~ 
Loki-Loki Perempuan 

1.852 590 
1.080 -
4.982 -

11.258 16.958 
4.587 2.254 
1.196 -

- -
Tidak Menoikuti Pelatihan 547.809 271.217 
JUMLAH 572.764 291.019 
Data Sakemas BPS bulan Agustus 2015 

Total 

2.442 
1.080 
4.982 

28.216 
6.841 
1.196 

-
819.026 
863.783 
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TABEL7.3 
PENGANGGUR TERBUKA MENURUT KABUPATEN/KOTA DAN 

DAERAH 
DI PROVINSI JA WA TENGAH 

Agustus2015 

Daerah (orang) 
Kabupalen/Kota 

Perkotaan Perdesaan 

Kota Teeal 9.723 -
Kota Pekalonean 6.131 -
Kota Semaran• 50.268 961 
Kota Salatioa 5.794 -
Kota Surakarta 12.877 -
Kota Maeelane 3.927 -
Kabuoaten Brebes 31.901 21.360 
Kabuoaten Teoal 36.574 23.331 
Kabuoaten Pemalano 25.951 12.727 
Kabupaten Pekalonean 11.442 9.521 
Kabuoaten Batane 6.071 11.184 
Kabuoaten Kendal 19.973 13.140 
Kabuoaten Temanoouno 5.161 1.298 
Kabuoaten Semarane 8.765 6.099 

Kabuoaten Demak 13.373 20.827 
Kabuoaten Jepara 9.429 9.371 
Kabuoaten Kudus 18.837 3.890 
Kabuoaten Pati 8.148 20.465 
Kabuoaten Rembane 5.320 9.154 
Kabuoaten Blora 6.264 15.500 
Kabuoaten Grobo•an 7.486 30.250 
Kabuoaten Sraoen 8.853 13.112 
Kabuoaten Karaneanvar 7.574 9.241 
Kabuoaten Wonoeiri 6.361 9.654 
Kabuoaten Sukohario 16.326 3.977 
Kabuoaten Klaten 10.947 4.420 
Kabuoaten Bovolali 1.539 9.610 
Kabuoaten Maeelane 12.546 21.407 
Kabuoaten Wonosobo 7.751 11.416 
Kabuoaten Purworeio 4.495 10.519 
Kabuoaten Kebumen 9.142 16.379 
Kabunaten Baniarneeara 4.900 19.759 
Kabuoaten Purbalin••a I 1.377 10.481 
Kabuoaten Banvumas 21.929 25.243 
Kabuoaten Cilacao 27.979 34.353 
JUMLAH 455.134 408.649 
Data Sakemas BPS bulan Agustus 2015 

Total 

9.723 

6.131 
51.229 

5.794 

12.877 

3.927 
53.261 

59.905 

38.678 
20.963 

17.255 

33.113 

6.459 
14.864 

34.200 

18.800 

22.727 

28.613 

14.474 

21.764 

37.736 
21.965 

16.815 

16.015 

20.303 
15.367 

11.149 

33.953 

19.167 
15.014 

25.521 

24.659 

21.858 

47.172 

62.332 

863.783 
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B. Gambaran Umum Kebijakan Pemerintah Di Bidang Jaminan Sosia1 

Tenaga Kerja. 

J aminan Sosial Tenaga Keij a terdiri dari Pro gram J aminan Kesehatan, 

Jaminan Kece1akaan Keija (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan 

Pensiun dan Jaminan Kematian (JKM). Jaminan Kesehatan diatur dengan 

Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, 

Jaminan Kece1akaan Keija (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Keija dan Jaminan 

Kematian. Jaminan Hari Tua (JHT) diatur dengan Peraturan Pemerintah 

nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, 

dan Jaminan Pensiun diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 

2015 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Pensiun. Peraturan­

peraturan tentang program-program tersebutlah yang dimaksud dengan 

kebijakan pemerintah di bidang Jaminan Sosial Tenaga Keija dalam 

penelitian ini 

1. Jaminan Kesehatan 

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan 

kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan 

dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang 

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 

iurannya dibayar oleh pemerintah. 

Peserta Jaminan Kesehatan meliputi: 

a. Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan 
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Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana meliputi orang 

yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Penetapan 

Peserta PBI Jaminan Kesehatan dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Bukan Penerima Bantuan luran (PBI) Jaminan Kesehatan. 

Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan merupakan Peserta yang 

tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri 

atas: 

a. Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya; 

a) Pegawai Negeri Sipil; 

b) Anggota TNI; 

c) Anggota Polri; 

d) Pejabat Negara; 

e) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; 

f) pegawai swasta; dan 

g) PekeJja yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan 

angka 6 yang menerima Upah. 

2) Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya 

yaitu: 

a) PekeJja di luar hubungan keJja atau PekeJja mandiri; 

dan 

b) PekeJja yang tidak termasuk angka 1 yang bukan 

penerima Upah. 

3) bukan PekeJja dan anggota keluarganya. 
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a) Investor; 

b) Pemberi Kerja; 

c) penerima pensiun; 

d) Veteran; 

e) Perintis Kemerdekaan; dan 

f) bukan Pekerja yang tidak terrnasuk angka I sarnpai 

dengan angka 6 yang marnpu membayar iuran. 

luran Jarninan Kesehatan bagi Peserta PBI Jarninan 

Kesehatan dibayar oleh Pemerintah. luran Jarninan Kesehatan 

bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi 

Kerja dan Pekerja. luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta 

Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta bukan Pekerja 

dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. 

a. Bagi peserta Penerima Bantun luran (PBI) Jarninan Kesehatan 

iuran dibayar oleh Pemerintah. 

b. luran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada 

Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, 

anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai 

pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari 

Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) 

dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh 

peserta. 

c. luran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di 

BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 5% ( lima persen) dari Gaji 
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atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) 

dibayar oleh Pemberi Keija dan 1% (satu persen) dibayar oleh 

Peserta. 

d. luran untuk keluarga tambahan Pekeija Penerima Upah yang 

terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, 

besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji 

atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekeija penerima 

upah. 

e. luran bagi kerabat lain dari pekeija penerima upah (seperti 

saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekeija 

bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekeija adalah 

sebesar: 

1) Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus 

rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di 

ruang perawatan Kelas III. 

2) Sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per 

orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang 

perawatan Kelas II. 

3) Sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 

orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang 

perawatan Kelas I. 

4) luran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis 

Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari 

Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurarmya ditetapkan 
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sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima 

persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang 

III/a dengan masa keija 14 (empat belas) tahun per bulan, 

dibayar oleh Pemerintah. 

5) Pembayaran iuran paling lambat tanggal I 0 (sepuluh) 

setiap bulan 

Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan 

yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan 

promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan 

obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis 

yang diperlukan. Manfaat Jaminan Kesehatan terdiri atas Manfaat 

medis dan Manfaat non medis. 

Manfaat medis tidak terikat dengan besaran iuran yang 

dibayarkan. Manfaat non medis meliputi Manfaat akomodasi dan 

ambulans. Manfaat akomodasi ditentukan berdasarkan skala besaran 

iuran yang dibayarkan. Ambulans sebagaimana hanya diberikan untuk 

pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang 

ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. 

a. Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: 

1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan 

kesehatan non spesialistik yang mencakup: 

a) Administrasi pelayanan; 

b) Pelayanan promotif dan preventif; 

c) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 
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d) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif 

maupun non operatif; 

e) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 

f) Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 

g) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium 

tingkat pratama; dan 

h) Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. 

2) Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi 

pelayanan kesehatan yang mencakup: 

a) Rawatjalan yang meliputi: 

b) Rawat inap yang meliputi: 

b. Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi: 

1) Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui 

prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang 

berlaku; 

2) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas 

Kesehatan yang tidak beke.tjasama dengan BPJS 

Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat; 

3) Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program 

jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera 

akibat kecelakaan ke.tja atau hubungan ke.tja; 

4) Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri; 

5) Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik; 

6) Pelayanan untuk mengatasi infertilitas; 
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7) Pelayanan meratakan gigi ( ortodonsi); 

8) Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat 

dan/atau alkohol; 

9) Gangguan kesehatan akibat sengaj a menyakiti diri sendiri, 

atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri 

sendiri; 

1 0) Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, 

termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum 

dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi 

kesehatan (health technology assessment); 

H) Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan 

sebagai percobaan ( eksperimen); 

12) Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu; 

13) Perbekalan kesehatan rumah tangga; 

14) Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap 

darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan 

15) Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan 

Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan. 

2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK 

adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang 

diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit 

yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 
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Program Jaminan Kecelakaan Keija (JKK) diselenggarakan oleh 

BPJS Ketenagakerjaan. 

Setiap Pemberi Keija selain penyelenggara negara wajib 

rnendaftarkan dirinya dan Pekeijanya sebagai Peserta dalam program 

JKK kepada BPJS Ketenagakeijaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Setiap orang yang bekerja wajib rnendaftarkan dirinya sebagai 

Peserta dalam program JKK BPJS Ketenagakeijaan. Peserta program 

JKK terdiri dari: 

a. Peserta penerirna Upah yang bekeija pada Pemberi Keija selain 

penyelenggara negara. Peserta penerirna Upah rneliputi: 

1) Pekeija pada perusahaan; 

2) Pekeija pada orang perseorangan; dan 

3) Orang asing yang bekeija di Indonesia paling singkat 6 

(enam) bulan. 

b. Peserta bukan penerirna Upah. 

Peserta bukan penerirna Upah rneliputi: 

1) Pernberi Keija; 

2) Pekeija di luar hubungan keija atau Pekeija mandiri; dan 

3) Pekeija yang tidak termasuk huruf b yang bukan 

rnenerirna Upah. 

luran JKK bagi Peserta penerirna Upah dikelompokkan dalam 5 

(lima) kelornpok tingkat risiko lingkungan keija, rneliputi: 
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a. Tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (no! koma dua puluh 

empat persen) dari Upah sebulan; 

b. Tingkat risiko rendah : 0,54% (no! koma lima puluh empat 

persen) dari Upah sebulan; 

c. Tingkat risiko sedang : 0,89% (no! koma delapan puluh 

sembilan persen) dari Upah sebulan; 

d. Tingkat risiko tinggi: 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) 

dari Upah sebulan; dan 

e. Tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh 

empat persen) dari Upah sebulan. 

luran JKK bagi Peserta bukan penerima Upah didasarkan pada 

nilai nominal tertentu dari penghasilan Peserta sebagaimana tercantum 

dalarn Larnpiran II Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan Jarninan Kece!akaan Kerja dan Jarninan 

Kematian. 

Peserta yang mengalarni Kecelakaan Keija atau penyakit akibat 

keija berhak atas manfaat JKK. Manfaat JKK berupa: 

a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi: 

b. Santunan berupa uang meliputi: 

1) Penggantian biaya pengangh:utan Pcscrta yang mengalarni 

Kecelakaan Keija atau penyakit akibat keija, ke rumah 

sakit danlatau ke mmahnya, termasuk biaya Pertolongan 

pertarna pada kecelakaan; 

2) Santunan sementara tidak marnpu bekeija; 
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3) Santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, 

dan Cacat total tetap; 

Manfaat JKK persentase Cacat berpedoman pada 

Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Keija dan 

J aminan Kematian 

4) Santunan kematian dan biaya pemakaman; 

5) Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila 

Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat 

Kecelakaan Keija atau penyakit akibat keija; 

6) Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu ( orthose) 

dan/atau alat pengganti (prothese ); 

7) Penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau 

8) Beasiswa pendidikan anak bagi setiap Peserta yang 

meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan 

keija. Beasiswa pendidikan anak diberikan sebesar 

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap 

Peserta. 

Hak untuk menuntut manfaat JKK menjadi gugur apabila telah 

lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Keija teijadi. 

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang belum 

mengikutsertakan .Pekeijanya dalam program JKK kepada BPJS 

Ketenagakeijaan, maka bila teijadi risiko terhadap Pekeijanya, 

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak 
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Pekerja sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja 

dan Jaminan Kematian. 

Dalam hal Pemberi Kerja selain penyelenggara negara 

mengikutsertakan Pekerjanya hanya sebagian program saja dan tidak 

sesuai dengan penahapan kepesertaan yang diwajibkan, maka hila 

terjadi risiko terhadap Pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara 

negara wajib memberikan hak Pekerja sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. 

3. Jaminan Hari Tua (JHT) 

Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah 

manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta 

memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total 

tetap. 

Peserta program JHT terdiri atas: 

a. Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain 

penyelenggara negara. Peserta penerima Upah yang bekerja 

pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara meliputi : 

1) Pekerja pada perusahaan; 

2) Pekerja pada orang perseorangan; dan 

3) Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 

( enam) bulan. 

b. Peserta bukan penerima Upah. 
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Peserta bukan penerima Upah meliputi: 

1) Pemberi Kerja; 

2) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan 

3) Pekerja yang tidak termasuk Pekerja di luar hubungan 

kerja atau Pekerja mandiri yang bukan menerima Upah. 

Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib 

mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya dalarn program JHT kepada 

BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan. 

Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya dalam 

program JHT kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Dalarn hal Pekerja penerima Upah yang bekerja pada Pemberi 

Kerja selain penyelenggara negara bekerja pada beberapa perusahaan, 

Pemberi Kerja masing masing Perusahaan wajib mengikutsertakan 

Pekerjanya dalam program JHT sesuai penahapan kepesertaan. 

a. luran JHT bagi Peserta penerima Upah yang bekerja pada 

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% (lima 

koma tujuh persen) dari Upah, dengan ketentuan: 

1) 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan 

2) 3, 7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi 

Kerja. 

b. Besarnya luran JHT Bagi Peserta Bukan Penerima Upah 

luran JHT bagi Peserta bukan penerima Upah didasarkan pada 

jumlah nominal tertentu dari penghasilan Peserta yang 
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ditetapkan dalam daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. 

Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila 

Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau 

mengalami cacat total tetap. 

Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh 

luran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang 

tercatat dalam rekening perorangan Peserta. Manfaat JHT dibayar 

secara sekaligus. 

Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensmn, 

pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas 

tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling 

singkat 10 (sepuluh) tahun. Pengambilan manfaat JHT sampai batas 

paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang 

peruntukannya untuk kepemilikan rumah a tau paling banyak I 0% 

(sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki 

masa pensiun. Pengambilan manfaat JHT hanya dapat dilakukan 

untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta. 

Dalam hal terjadi kekurangan pembayaran manfaat JHT karena 

Pemberi Kerja melaporkan Upah tidak sesuai dengan upah yang 

diterima pekerja, Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib 

membayar kekurangan pembayaran manfaat JHT sesuai dengan 
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ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. 

Selain manfaat JHT berupa uang tunai, peserta memperoleh 

manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan 

dan/a tau manfaat lain. Manfaat layanan tambahan dibiayai dari dana 

investasi JHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. Ketentuan mengenai tata cara pemberian, persyaratan, dan 

jenis manfaat diatur dengan Peraturan Menteri. 

4. Jaminan Pensiun 

Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk 

mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau 

ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta 

memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal 

dunia. 

Peserta terdiri atas: 

a. Pekerja yang bekeija pada Pemberi Keija penyelenggara negara; 

dan 

b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Keija selain penyelenggara 

negara. 

Ketentuan mengenai kepesertaan bagi Pekeija yang bekeija pada 

Pemberi Keija penyelenggara negara diatur dengan Peraturan 

Pemerintah tersendiri. 

Pemberi Keija selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan 

seluruh Pekerjanya kepada BPJS Ketenagakeijaan sebagai Peserta 
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sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pemberi Kelja selain penyelenggara negara 

wajib mendaftarkan Pekelja yang baru paling lama 30 (tiga puluh) 

hari terhitung sejak tanggal Pekerja tersebut mulai bekelja. 

Apabila pemberi Kerja selain penyelenggara negara nyata-nyata 

!alai tidak mendaftarkan Pekeljanya maka Pekerja berhak 

mendaftarkan dirinya sendiri dalam Jaminan Pensiun kepada BPJS 

Ketenagakeljaan sesuai dengan penahapan kepesertaan program 

Jaminan Pensiun. 

Apabila Pekelja belum terdaftar pada BPJS Ketenagakeljaan, 

Pemberi Kelja selain penyelenggara negara wajib bertanggung jawab 

pada Pekeljanya dengan memberikan Manfaat Pensiun sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. 

a. Untuk pertama kali Usia Pensiun ditetapkan 56 (lima puluh 

enam) tahun. 

b. Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun menjadi 57 (lima puluh 

tujuh) tahun. 

c. Usia Pensiun selanjutnya bertambah 1 (satu) tahun untuk setiap 

3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 

(enam puluh lima) tahun. 

d. Dalam hal Peserta telah memasuki Usia Pensiun tetapi yang 

bersangkutan tetap dipekeljakan, Peserta dapat memilih untuk 

menerima Manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun 
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atau pada saat berhenti bekelja dengim ketentuan paling lama 3 

(tiga) tahun setelah Usia Pensiun. 

a. Manfaat Pensiun ditetapkan sebagai berikut: 

1) untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung 

berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan 

2) untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun 

dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali 

faktor indeksasi. 

b. Formula Manfaat Pensiun adalah 1% (satu persen) dikali Masa 

Iur dibagi 12 ( dua be las) bulan dikali rata-rata Upah tahunan 

tertirnbang selama Masa Iur dibagi 12 ( dua belas ). 

c. Upah tahunan tertirnbang rnerupakan Upah yang sudah. 

disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi urnurn. 

d. Faktor indeksasi ditetapkan sebesar 1 (satu) ditambah tingkat 

inflasi urnurn tahun sebelumnya. 

e. Tingkat inflasi urnurn rnerupakan tingkat inflasi tahunan yang 

ditetapkan oleh lernbaga yang rnenyelenggarakan urusan 

pernerintahan di bidang statistik. 

f. Untuk pertarna kali, Manfaat Pensiun paling sedikit ditetapkan 

sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan. 

g. Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling banyak ditetapkan 

sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 

setiap bulan. 
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Penerima Manfaat Pensiun terdiri atas: 

a. Peserta; 

b. 1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c. Paling banyak 2 (dua) orang Anak 

Anak Peserta yang lahir paling lama 300 (tiga ratus) hari setelah 

terputusnya hubungan pernikahan istri atau suami yang telah 

terdaftar dinyatakan sah atau setelah Peserta meninggal dunia 

dapat didaftarkan sebagai penerima Manfaat Pensiun. 

d. 1 (satu) orang Orang Tua. 

Manfaat Pensiun berupa: 

a. Pensiun hari tua; 

1) Manfaat Pensiun hari tua diterima Peserta yang telah 

mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur 

paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 

180 (seratus delapan puluh) bulan. 

2) Besar Manfaat Pensiun hari tua dihitung dengan formula 

3) Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan mulai 

tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia 

Pensiun. 

4) Hak atas Manfaat Pensiun hari tua berakhir pada saat 

Peserta meninggal dunia. 
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b. Pensiun cacat; 

Manfaat Pensiun cacat diterima oleh Peserta yang mengalami 

Cacat Total Tetap sebelum mencapai Usia Pensiun. Besar 

Manfaat Pensiun cacat dihitung dengan formula Manfaat 

Pensiun. 

Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan Masa 

Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan 

dalam menghitung Manfaat Pensiun cacat adalah 15 (lima belas) 

tahun, dengan ketentuan: 

a. Peserta rutin membayar luran dengan tingkat kepadatan 

paling sedikit 80% (delapan pulilh persen); dan 

b. kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap teljadi 

setelah peserta terdaftar dalam program Jaminan Pensiun 

paling singkat 1 (satu) bulan. 

c. Pensiun Janda atau Duda 

Manfaat Pensiun Janda atau Duda diterima oleh istri atau 

suami dari Peserta yang meninggal dunia. 

Besar Manfaat Pensiun Janda atau Duda dihitung sebesar: 

1) 50% (lima puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun, 

untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima 

Manfaat Pensiun; atau 

2) 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua 

atau Manfaat Pensiun cacat, untuk Peserta yang meninggal 

dunia setelah menerima Manfaat Pensiun. 
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5. Jaminan Kematian (JKM) 

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah 

manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta 

meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 

Program Jaminan Kematian (JKM) diselenggarakan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan. 

Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib 

mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta dalam Jaminan 

Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Setiap orang yang bekerja wajib mendaftarkan dirinya sebagai 

Peserta dalam program Jarninan Kematian (JKM) BPJS 

Ketenagakerjaan. Peserta program Jaminan Kematian (JKM) terdiri 

dari: 

a. Peserta penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain 

penyelenggara negara. Peserta penerima Upah meliputi: 

1) Pekerja pada perusahaan; 

2) Pekerja pada orang perseorangan; dan 

3) Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 

(enam) bulan. 

b. Peserta bukan penerima Upah. 

Peserta bukan penerima Upah sebagaimana meliputi: 

1) Pemberi Kerja; 

2) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan 
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3) Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan 

menerima Upah. 

luran JKM bagi Peserta penerima Upah sebagaimana sebesar 

0,30% (no! koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan. luran JKM 

wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara. luran 

JKM bagi Peserta bukan penerima Upah sebesar Rp. 6.800,00 (enam 

ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan. 

Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila 

Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas: 

a. Santunan sekaligus Rp 16.200.000,00 ( enam belas juta dua ratus 

ribu rupiah); 

b. Santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat 

juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus; 

c. Biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 

dan 

d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang 

meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah 

memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun. Beasiswa 

pendidikan anak diberikan sebanyak Rpl2.000.000,00 (dua 

belas juta rupiah) untuk setiap Peserta. 

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang belum 

mengikutsertakan Pekerjanya dalam program JKM kepada BPJS 

Ketenagakerjaan, bila terjadi resiko terhadap Pekerjanya, Pemberi 

Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar hak Pekerja 
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sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 

Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Keija dan 

Jaminan Kematian 

C. Penyajian dan Ana !isis Data 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan maka pada bab ini akan 

disajikan hasil penelitian melalui wawancara Iangsung dengan Informan 

yang telah dipilih. Adapun hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 

dalam memberikan perlindungan kepada pekerja yang bekerja di 

dalam hubungan keija melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Keija. 

Islamy menjelaskan bahwa pada awal tahun 1990an kita telah 

menyaksikan adanya suatu transformasi dalam tubuh sektor publik 

yaitu suatu perubahan bentuk administrasi publik dari yang kaku, 

hierarkis, dan birokratis menuju ke bentuk manajemen publik yang 

lebih fleksibel, dan berbasis pasar. Ini bukanlah sekedar perubahan 

kecil tentang peran pemerintah dalam masyarakat dan hubungan 

antara pemerintah dengan warganya. Administrasi publik tradisional 

telah dikritik baik secara teoritik maupun praktis sehingga 

memunculkan pradigma baru yang kemudian dikenal dengan istilah 

New Public Management. Prisip-prinsip dari New Public 

Management menurut Christopher Hocid dalam artikelnya "All 

Public Management of All Seasons" meliputi: 
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Penekanan pada manajemen keahlian manajemen professional 

dalam mengendalikan organisasi; 

Standar-standar yang tegas dan terukur atas performa organisasi, 

termasuk klarifikasi tujuan, target, dan indikator-indikator 

keberhasilannya; 

Peralihan dari pemanfaatan kendali input menjadi output, dalam 

prosedur-prosedur birokrasi, yang kesemuanya diukur lewat 

indikator-indikator performa kuantitatif; 

Peralihan dari system manajemen tersentral menjadi 

desentralistik dari unit-unit sektor publik; 

Pengenalan pada kompetisi yang lebih besar dalam sektor 

publik, seperti penghematan dana dan pencapaian standar tinggi 

lewat kontrak dan sejenisnya; 

Penekanan pada praktek-praktek manajemen bergaya 

perusahaan swasta seperti kontrak keija singkat, pembangunan 

rencana korporasi, dan pemyataan misi; dan 

Penekanan pada pemangkasan, efisiensi, dan melakukan lebih 

banyak dengan sumber daya yang sedikit. 

Atau apabila prinsi-prinsip New Public Management menurut 

Christopher Hood tersehut disederhanakan meqjadi : 

Manajemen Professional 

Standar yang terukur 

Manajemen desentralistik 

Penggunaan sumber daya secara maksimal 
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Manajemen gaya perusabaan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak yang terkait 

langsung maupun pihak yang terkait tidak langsung dalam 

pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja didapat informasi 

babwa pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh 

Pemerintab Daerah Provinsi Jawa Tengah secara umum sudab 

menerapkan prinsip-prinsip New Publik Management. Adapun hasil 

wawancara secara lengkap sebagai berikut berikut : 

a. Manajemen Profesional 

1) Pembagian Tugas 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengab diketabui babwa Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengab dalam 

pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sudab menerapkan 

prinsip manajemen professional yaitu dengan melakukan 

pembagian tugas dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dibagi menjadi 

tugas pokok dan fungsi unit-unit di bawahnya yaitu Bidang Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial dan Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

mempunyai tugas melakukan pembinaan sedangkan bidang 

Pengawasan Ketenagakcrjaan mempunym tugas malakukan 

pengawasan dan penegakan hukum peraturan tentang Jaminan Sosial 
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Tenaga Kerja. Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Dinas 

Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah: 

" Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah maka Dinas Tenaga Ke!ja dan 
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah merupakan leading sector dalam 
melaksanakan kebijakan di bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja di 
Provinsi Jawa Tengah, selain Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi 
Provinsi Jawa Tengah ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) lain yang juga memiliki peranan dalam melaksanakan 
kebijakan di bidang Jaminan Sosial Tenaga Ke!ja. Dinas Tenaga Keija 
dan Transmigrasi telah menegaskan dan memperinci tugas dan fungsi 
di bidang pelaksanaan kebijakan di bidang Jaminan Sosial Tenaga 
Keija tersebut dalam tugas dan fungsi di bidang-bidang yang ada pada 
Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Di 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 
pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Keija menjadi tugas Bidang 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dan Bidang Pengawasan 
Ketenagakeijaan. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
mempunyai tugas melakukan pembinaan sedangkan bidang 
Pengawasan Ketenagakeijaan mempunyai tugas malakukan 
pengawasan dan penegakan hukum peraturan tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Ke!ja ........... " (wawancara tanggal 16 Mei 2017) 

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial yang mengatakan di Bidang Hubungan 

Industrial dan J aminan Sosial pelaksanaan sosialisasi J aminan Sosial 

Tenaga Keija dilaksanakan oleh seksi syarat keija dan oleh Mediator 

Hubungan Industrial. Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala 

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial : 

" Bidang hubungan industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
mempunyai fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan di bidang syarat kerja dan jaminan sosial, 
Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 
pelaksanaan di bidang kelembagaan hubungan industrial, Penyiapan 
bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di 
bidang pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja. Tugas Bidang 
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dalam pelaksanaan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja hanya bersifat pembinaan bukan 
penegakan peraturan maksudnya adalah bidang hubungan industrial 
dan jaminan sosial melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan 
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tentang jaminan sosail tenaga kerja khususnya kepada pengusaha dan 
pekerja. Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilakukan oleh Seksi 
Syarat Kerja dan Jaminan Sosial dan Mediator Hubungan Indutrial. 
Sosialisasi yang dilaksanakan oleh seksi syarat kerja dan jaminan 
sosial dalam bentuk klasikal yang pelaksanaannya disesuaikan dengan 
jumlah anggaran sedangkan pembinaan atau sosialisasi yang 
dilakukan oleh mediator hubungan industrial langsung ke perusahaan-
perusahaan ......... " (wawancara tanggal 18 Mei 2017) 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh kepala Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan yang menyatakan tugas Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan di bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah 

melakukan pengawasan dan penegakan hukum peraturan tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berikut ini basil wawancara dengan 

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan : 

" Bidang pengawasan ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jarninan 
Sosial Tenaga Kerja bertugas mengawasi kepatuhan perusahaan dalam 
mentaati peraturan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya 
kepatuhan perusahaan dalam mengikutsertakan pekerjanya dalam 
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam pelaksanaan 
pengawasan ketenagakerjaan di lapangan dilakukan oleh Pegawai 
Pengawas Ketenagakerjaan. Apabila dalam pengawasan 
ketenagakerjaan khususnya dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja ditemukan perusahaan yang tidak mengikusertakan pekerjanya 
ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja maka pegawai 
pengawas ketenagakerjaan akan memberikan Nota Peringatan ........... " 
(wawancara tanggal19 Mei 2017) 

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Syarat Kerj a dan 

Jaminan Sosial yang menyatakan : 

"Seksi syarat kerja dan jaminan sosial salah satu tugasnya adalah 
mensosialisasikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pelaksanaan 
sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini diberikan kepada 
pengusaha dan pekerja. Berdasarkan peraturan perundang-undangan 
maka Pemeritah Daerah Provinsi hanya memiliki kewenangan 
memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan 
yang lintas kabupaten dalam satu provinsi ........ " (wawancara tanggal 
18 Mei 2017) 
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2) Penggunaan Tenaga Ahlil Terlatih 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan prinsip 

manajemen profesional dalam melaksanakan kebijakan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja dengan penggunaan tenaga ahli atau terlatih yaitu 

Mediator Hubungan Industrial untuk melakukan sosialisasi J aminan 

Sosial Tenaga Kerja kepada perusahaan. Mediator Hubungan 

Industrial adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung 

jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat 

sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja yang 

bertugas melakukan pembinaan bidang hubungan industrial termasuk 

di dalarnnya masalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berikut ini hasil 

wawancara dengan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial: 

" Di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pelaksanaan 
Jarninan Sosial Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Seksi Syarat Kerja 
dan Jaminan Sosial. Selain dilaksanakan oleh seksi syarat kerja dan 
jaminan sosial, kebijakan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga 
dilaksanakan oleh Mediator Hubungan Industrial yang merupakan 
Pegawai Fungsional Khusus .......... " (wawancara tanggal 18 Mei 
2017) 

Dalam melaksanakan kebijakan di bidang Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja selain menggunakan tenaga ahlil terlatih yang berupa 

Mediator Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah juga menggunakan tenaga ahli/ terlatih yang 

berupa Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Pegawai Pengawas 
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Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan 

ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakeijaan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagairnana 

yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakeijaan 

berikut ini : 

" Dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan di lapangan 
dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Apabila dalam 
pengawasan ketenagakerjaan khususnya dalam pelaksanaan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja ditemukan perusahaan yang tidak 
mengikusertakan pekerjanya ke dalam program Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja maka pegawai pengawas ketenagakerjaan akan 
memberikan Nota Peringatan ........... " (wawancara tanggal 19 Mei 
2017) 

3) Kerjasama 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Syarat Keija 

·dan Jaminan Sosial diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kebijakan 

Jaminan Sosial Tenaga Keija bekerjasama dengan dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan di kabupatenl kota dan BPJS Kesehatan 

serta BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang disampaikan berikut ini : 

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan maka Pemeritah Daerah 
Provinsi hanya memiliki kewenangan memberikan pembinaan dan 
sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang lintas kabupaten 
dalam satu provinsi oleh karena itu dalam pelaksanaan sosialisasi 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Seksi Syarat Keija dan Jaminan Sosial 
bekerjasama dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan 
kabupaten! kota khususnya dalam melakukan pembinaan kepada 
perusahaan-perusahaan yang berada di kabupaten! kota. Disamping 
bekerjasama dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan 
kabupaten! kota, seksi syarat kerja dan jamsos juga bekerjasama 
dengan stakeholder yang lain yaitu Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kanwil Jateng dan DIY dan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional 
Jateng dan DIY. Keijasama dengan dinas yang membidangi 
ketenagakerjaan kabupaten! kota, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS 
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Kesehatan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi bersama 
dan tukar menukar data kepesertaan jaminan sosial. 

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Marketing BPJS Kesehatan 

Divisi Regional Jateng dan DIY yang mengatakan : 

"BPJS Kesehatan Divisi Regional Jateng dan DIY telah mempunyai 
kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Jawa Tengah yang dituangkan dalam bentuk Memorandum Of 
Understanding (MOU) yang pada intinya BPJS Kesehatan Divisi 
Regional Jateng dan DIY dengan Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah akan bekerjasama untuk 
melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan tugas dan 
kewenangan masing-masing. Selama ini BPJS Kesehatan Divisi 
Regional Jateng dan DIY telah bekerjasama dengan Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan 
sosialisasi bersama kepada perusahaan-perusahaan, Serikat Pekerja! 
Serikat Buruh di Jawa Tengah. BPJS Kesehatan juga telah 
memberikan data-data perusahaan di Jawa Tengah yang telah menjadi 
peserta BPJS Kesehatan ........ " (wawancara tanggal 22 Mei 2017) 

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bagian Oparation BPJS 

Ketenagakerjaan 

" BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerjasama dengan Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah meskipun sampai saat 
ini belum membuat Memorandum Of Understanding (MOU) yang 
baru. Memorandum Of Understanding (MOU) antara BPJS 
Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 
Tengah masih MOU yang lama yang saat itu masih berbentuk PT. 
Jamsostek (Persero). Pada waktu BPJS Ketenagakerjaan masih 
berbentuk PT. Jamsostek (Persero) dibentuk TIM Keijasama 
Fungsional (TIM KF) yang anggotanya berasal dari PT. Jamsostek 
(Persero) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 
Tengah sampai saat ini belum dibentuk lagi TIM yang baru sebagai 
pengganti TIM KF yang dahulu. BPJS Ketenagakerjaan telah 
bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Jawa Tengah dalam bentuk melakukan sosialisasi bersama, 
memberikan data-data perusahaan yang sudah merijadi peserta 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kerjasama ini juga dilakukan dalam 
bentuk pemeriksaan dan penetapan terhadap Kecelakaan Kerja untuk 
bisa mendapatkan klaim atau manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja. 
Kerjasama juga dilakukan dengan melakllkan pembahasan bersama 
terhadap pembuatan peraturan-peraturan di tingkat daerah tentang 
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Jaminan Sosial Tenaga Kerja ................. " (wawancara tanggal24 Mei 
2017) 

b. Standar yang terukur 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

dalam melaksanakan kebijakan di bidang Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja juga sudah menggunakan standar yang terukur yaitu berupa 

target capaian kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana 

yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan 

Sosial sebagai berikut : 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah: 

" Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga sudah menjadi 
Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Jawa Tengah dan masuk dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 -
2018. Dalam renstra terse but sudah disebutkan dengan tegas ten tang 
rencana anggaran yang dibutuhkan, bentuk kegiatan, target yang 
ingin dicapai. Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari program unggulan Gubemur Jawa Tengah 
tahun 20013 s/d 2018 yaitu "Peningkatan Kesejahteraan Buruh". 
Karena Jaminan Sosial Tenaga Kerja menipakan elemen penting dari 
kesejahteraan buruh sehingga pe1aksanaan Jaminan Sosia1 Tenaga 
Keija akan meningkatkan kesejahteraan buruh ........... " (wawancara 
tanggal 16 Mei 20 17) 

Kepa1a Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosia1 menyatakan : 

"Target Jum1ah Pekerja yang menjadi peserta Jaminan Sosia1 Tenaga 
Keija berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2013 s/d 
2018 sebagai berikut ................. (wawancara tanggal18 Mei 2017) 

Kondisi 

70,01% 

Target 
Tahun 1 

2014 

72,87% 

Target 
Tahuu 
2 2015 

75,65% 

Target 
Tahun 3 

2016 

78,34% 

Target 
Tahun 4 

2017 

80,34% 

Target 
Tahun 5 

2018 

81,64% 
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Rencana Anggaran untuk Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Keija 
dalarn Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2013 s/d 2018 

Tahun I Tahun 2 Tahun3 Tahun 4 Tahun 5 
2014 2015 2016 ::~~ ::~~ IRol IRol IRol 

75.000.000 I 00.000.000 125.000.000 150.000.000 175.000.000 

c. Manajemen Desentralistik 

Pelaksanaan Kebijakan Jarninan Sosial Tenaga Keija di Dinas 

Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dilakuan secara 

desentralistik yaitu kewenangannya diberikan kepada unit-unit kecil 

dibawahnya yaitu dimulai dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah melimpahkan kewenangannya dalarn pelaksanaan Kebijakan 

Jarninan Sosial Tenaga Keija kepada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang merupakan Satuan Keija 

Perangkat Daerah dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalarn 

pelaksanaan Kebijakan Jarninan Sosial Tenaga Keija melimpahkan 

kepada unit-unit di bawahnya yaitu Bidang Hubungan Industrial dan 

Jarninan Sosial dan Bidang Pengawasan Ketenagakeijaan. Bidang 

Hubungan Industrial dan Jarninan Sosial melimpahkan kepada unit-

unit di bawahnya yaitu kepada Mediator Hubungan Industrial dan 

Seksi Syarat Keija dan Jarninan Sosial. Sedangkan bidang 

Pengawasan Ketenagakeijaan melimpahkan kepada Pegawai 

Pengawas Ketenagakeijaan. 
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d. Penggunaan sumberdaya secara maksimal 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang 

Pengawasan Ketenagakeijaan diketahui bahwa Dinas Tenaga Keija 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sudah menerapkan prinsip 

penggunaan sumberdaya secara maksimal yaitu untuk mendekatkan 

pegawai pengawas ketenagakeijaan dengan wilayah tugasnya maka 

Pegawai Pengawas Ketenagakeijaan ditempatkan di Satuan Keija 

(SATKER) yang berada di enam wilayah yaitu Semarang, Surakarta, 

Pati, Pekalongan, Magelang dan Banyumas 

" Bidang pengawasan ketenagakeijaan dalam pelaksanaan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja bertugas mengawasi kepatuhan perusahaan dalam 
mentaati peraturan tentang Jaminan Sosial Tenaga Keija khususnya 
kepatuhan perusahaan dalam mengikutsertakan pekeijanya dalam 
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam pelaksanaan 
pengawasan ketenagakeijaan di lapangan dilakukan oleh Pegawai 
Pengawas Ketenagakeijaan. Apabila dalam pengawasan 
ketenagakeijaan khususnya dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga 
Keija ditemukan perusahaan yang tidak mengikusertakan pekerjanya 
ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Keija maka pegawai 
pengawas ketenagakeijaan akan memberikan Nota Peringatan. 
Sebelum disahkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah maka kewenangan pengawasan ketenagakerjaan 
menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten/ kota yang dalam 
hal ini dilaksanakan oleh dinas yang membidangi ketenagakerj aan 
kabupaten/ kota sedangkan dinas yang membidangi ketenagakerjaan 
provinsi hanya berwenang mengawasi perusahaan yang sifatnya lintas 
provinsi yaitu perusahaan yang lokasinya lebih dari satu kabupaten/ 
kota dalam satu provinsi. Setelah disahkannya undang-undang nomor 
23 tahun 2014 kewenangan pengawasan ketenagakeijaan diberikan 
kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Pengalihan kewenangan ini 
mulai berlaku efektif sejak 1 November 2016. Pengalihan 
kewenangan Pengawasan Ketenagakeijaan dari Pemerintah Daerah 
Kabupatenl Kota ke Provinsi ini juga diikuti oleh pengalihan status 
kepegawaian Pegawai Pengawas Ketenagakeijaan dari pegawai 
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menjadi Pegawai Pemerintah 
Daerah Provinsi. Di Jawa Tengah jumlah pegawai pengawas 
ketenagakerjaan yang dialihkan dari 35 kabupaten/ kota di Jawa 
Tengah menjadi pegawai pemerintah daerah provinsi beijumlah 
sekitar 156 orang. Selanjutnya untuk mendekatkan pegawai pengawas 
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ketenagakerjaan dengan wilayah tugasnya maka Pegawai Pengawas 
Ketenagakerjaan ditempatkan di Satuan Kerja (SATKER) yang berada 
di enam wilayah yaitu Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, 
Magelang dan Banyumas. Masing-masing Satker tadi wilayah 
kerjanya meliputi beberapa kabupaten/ kota ........... " (wawancara 
tanggal19 Mei 2017) 

e. Manajemen gaya perusahaan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

da1am pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan yaitu : 

I) Pemyataan Misi 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

dalam misinya yang kelima menyatakan sebagai berikut : 

Misi kelima, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja ditempuh 
dengan strategi sebagai berikut: 
1) Meningkatkan koordinasi dalam penetapan upah minimum yang 

layak dan berkeadilan 
2) Mendorong perusahaan dalam penyediaan fasilitas sarana 

kesejahteraan bagi tenaga kerja 
3) Mendorong kepesertaan Jarninan Sosial Tenaga Kerja baik 

diluar maupun didalam hubungan kerja. 

b. Menerima kritik, saran dan masukan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

dalam pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga 

menerima krirtik, saran dan masukan dari berbagi pihak seperti yang 

disampaikan dalam wawan cara dengan Ketua Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (APINDO) Jawa Tengah dan Sekretaris Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Tengah. Basil wawancara tersebut 

sebagai berikut : 
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Hasil wawancara dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia 

Jawa Tengah: 

" Asosiasi Pengusaha tidak dilibatkan secara langsung oleh 
pemerintah Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa 
Tengah baik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan Jaminan Sosial 
Tenaga Keija maupun evaluasi terhadap pe!aksanaan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja. Walaupun tidak dilibatkan secara langsung tetapi 
banyak anggota asosiaSI pengusaha indonesia yang telah 
mengikutsertakan pekerjanya ke dalam pogram Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakeijaan dan 
BPJS Kesehatan. Asosiasi Pengusaha Indonesia juga aktif 
menghimbau kepada anggotanya untuk mengikutsertakan pekerjanya 
menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja. APINDO Jawa Tengah 
juga aktif melakukan pemantauan terhadap kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakeijaan kepada 
peserta. APINDO Jawa Tengah selama ini memberikan masukan 
kepada Pemerintah untuk perbaikan pelaksanaan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja melalui Lembaga Keija Sarna Tripartit .............. " 
(wawancara tanggal 29 Mei 2017) 

Hasi1 wawancara dengan Sekretaris Serikat Pekeija Seluruh 

Indonesia (SPSI) Jawa Tengah 

" Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagai organisasi yang berfungsi 
untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan 
buruh, memberikan perhatian yang besar terhadap pelaksanaan 
Jaminan Sosia1 Tenaga Keija di Jawa Tengah walaupun selama ini 
Serikat Pekerja/ Serikat Buruh jarang sekali dilibatkan secara 
langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Jaminan 
Sosial Tenaga Keija. Selama ini yang dilakukan Serikat Pekerja/ 
Serikat Buruh dalam pelaksanaan Jarninan Sosial Tenaga Keija yaitu 
memberikan pembeka!an kepada anggotanya tentang hak-hak pekerja 
yang berkaitan dengan Jarninan Sosial Tenaga Keija di samping itu 
Serikat Pekeija juga memberikan advokasi kepada angotanya yang 
tidak mendapatkan hak-haknya di bidang Jaminan Sosial Tenaga 
Keija. Serikat Pekeija juga aktif memantau kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakeijaan. 
Serikat Pekeija juga aktif melaporkan perusahaan-persahaan yang 
diketahui belum mengikutsertakan atau mengikutsertakan hanya 
sebagian pekeijanya menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Keija 
kepada Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 
.................. (wawancara tanggal 30 Mei 2017) 
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2. Faktor-faktor pendukung dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan 

kebijakannya untuk memberikan perlindungan kepada pekeija yang 

bekeija di dalam hubungan keija melalui Program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja. 

Menurut Hogwood dan .Gunn untuk dapat 

mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan 

beberapa persyaratan, antara lain: 

kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; 

tersedia waktu dan sumber daya; 

keterpaduan sumber daya yang diperlukan; 

implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; 

hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata 

rantai penghubung; 

hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; 

kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; 

tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; 

komunikasi dan koordinasi yang baik; 

pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak 

lain. 

a. Faktor Pendukung 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terkait 

langsung dan Pihak yang terkait secara tidak langsung maka faktor­

faktor pendukung dalam melaksanakan kebijakan untuk memberikan 
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perlindungan kepada pekeija yang bekerja di dalam hubungan kerja 

melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Keija sebagai beriku: 

I) F aktor Regulasi 

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja di Jawa Tengah yaitu faktor regulasi atau 

peraturan sebagaimana disampaikan dalam hasil wawancara sebagai 

berikut: 

Kepala Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

" Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah mempunyai 
peraturan gubernur tentang pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga 
Keija yaitu Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Pelaksanaan Program Jarninan Sosial Tenaga Keija. 

Faktor pendukung lain yaitu Berdasarkan undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka 
Kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan menjadi kewenangan 
pemerintah daerah provinsi yang sebelurnnya menjadi kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten! Kota sehingga Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah khususnya Dinas Tenaga Keija dan 
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan lebih 
dalam pelaksanaan Jarninan Sosial Tenaga Keija. Peralihan 
kewenangan pengawasan ketenagakerjaan juga diikuti oleh pengalihan 
status kepegawaian dari Pegawai Pengawas Ketenagakeijaan dari 
pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menjadi Pegawai 
Pemerintah Daerah Provinsi yang ditempatkan di Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Sehingga pengalihan 
pegawai Pengawas Ketenagakeijaan ini menambah sumber daya 
manusia Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 
dalam melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ............. " 
(wawancara tanggal 16 Mei 2017) 

Pemyataan Kepala Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan 

Kepala Didang Pengawasan Ketenagakcrjaan sebagai berikut : 

"Faktor-faktor pendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Keija 
di Jawa Tengah yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 
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2014 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan pengawasan 
ketenagakerjaan dialihkan dari pemerintah daerah kabupaten/ kota ke 
pemerintah daerah provinsi ini berarti Pemerintah Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk mengawasi 
1angsung pe1aksanaan peraturan tentang Jaminan Sosia1 Tenaga Kerja 
o1eh perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah. Sebe1urnnya Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah hanya 
berwenang mengawasi pe1aksanaan Jaminan Sosia1 Tenaga Kerja o1eh 
perusahaan yang sifatnya 1intas kabupaten/ kota. Pe1aksanaan 
pengawasan ini di 1apangan di1akukan o1eh Pegawai Pengawas 
Ketenagakerjaan. Sebe1umnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah hanya 
berjum1ah 12 orang dengan adanya perubahan kewenangan 
pengawasan ketenagakerjaan maka terjadi pula pelimpahan status 
kepegawaian dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dari pegawai 
pemerintah daerah kabupaten/ kota menjadi pegawai pemerintah 
daerah provinsi. Saat ini jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan di 

. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebanyak 
168 orang .................. " (wawancara tanggal19 Mei 2017) 

Regulasi lain yang menjadi faktor pendorong adalah adanya 

peraturan yang memperbolehkannya klinik di perusahaan yang 

memuhi syarat untuk menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama dari 

BPJS Kesehatan sebagaimana yang disampaikan Ketua Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah sebagai berikut : 

" Diperbo1ehkannya klinik di perusahaan yang memenuhi persyaratan 
utuk menjadi fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan tingkat pertama 
sehingga membantu pekeija untuk mendapatkan pelayanan kesehatan . 
...................... " (wawancara tangga1 29 Mei 20 17) 

Sedangkan menurut Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (SPSI) Jawa Tengah Faktor pendukung sebagai berikut: 

"Faktor pendukung pe1aksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu 
kewenangan pengawasau kt:lt:nagakt:rjaau bt:rdasarkan unuang­
undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah 
dialihkan dari pemerintah daerah kabupaten/ kota kepada pemerintah 
daerah provinsi sehingga dalam pengawasan ketenagakerjaan 
khususnya dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berkurang 
adanya intervensi dari pemerintah daerah seperti sebelurnnya dan 
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dengan adanya pelimpahan tersebut juga memudahkan Serikat 
Pekeija/ Serikat Buruh untuk mengawasi kinelja pengawasan 
ketenagakeijaan khususnya pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Keija . 
.............. " (wawancara tanggal 30 Mei 2017) 

2) Anggaran 

Faktor pendukung lain menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah tersedianya anggaran dari 

APBD Provinsi Jawa Tengah untuk pelaksanaan kebijakan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja karena sudah masuk dalam Rencana Strategis 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun 

2013-2018. Seperti disampaikan dalam wawancara sebagai berikut: 

" Faktor-faktor yang mendukung saat ini adalah pelaksanaan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja di Jawa Tengah saat ini sudah menjadi Program 
dan Kegiatan yang masuk dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga 
Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 
sehingga memudahkan untuk mendapatkan alokasi anggaraiJ. . 
............. " (wawancara tanggal16 Mei 2017) 

Selain dari APBD Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk pelaksanaan kebijakan 

Jaminan Sosial Tenaga Keija juga mendapat anggaran kementerian 

Ketenagakeijaan RI sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dalam wawancara sebagai 

berikut: 

"Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga 
Kelja yaitu Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa 
Tengah khususnya Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
sudah mempunyai kegiatan yang masuk dalam rencana strategis 
(Renstra) Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 
sehingga setiap tahun mendapat anggaran dari Anggaran dan 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah untuk 
Kegiatan Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Selain dari 
anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Provinsi Jawa Tengah untuk sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
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juga mendapat anggaran dekonsentrasi dari Kementerian 
Ketenagakerjaan RI ............... " (wawancara tanggal 18 Mei 2017) 

Di Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

selain Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yang mendapat 

anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Dana 

Dekonsentrasi dari Kementerian Ketenagakeijaan RI untuk 

pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, bidang 

Pengawasan Ketenagakeijaan juga mendapatkan anggaran dari 

APBD Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Dana Dekonsentrasi dari 

Kementerian Ketenagakeijaan RI sebagaimana disampaikan oleh 

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai berikut : 

" Untuk anggaran pelaksanaan pengawasan ketenagakeijaan termasuk 
di dalamnya pengawasan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Keija 
Bidang Pengawasan Ketenagakeijaan selain mendapatkan anggaran 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga 
mendapatkan anggaran dari Kementerian Ketenagakeijaan dalam 
bentuk Anggaran Dana Dekonsentrasi .................. " (wawancara 
tanggal 19 Mei 20 17) 

Keterangan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosialjuga diperkuat oleh Kepala Seksi Syarat Keija dan Jaminan 

Sosial sebagai berikut : 

"Faktor-faktor pendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
adalah kegiatan sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Keija sudah masuk 
dalam Renstra Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa 
Tengah sehingga setiap tahun dianggarkan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa 
Tengah ................... " (wawancara tanggal18 Mei 2017) 

3) Sumber Daya Manusia 

Faktor pendukung yang lain yaitu tersedianya sumber daya 

manusia dalam pelaksanaan Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
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sumberdaya manusia di sini adalah pegwai yang merupakan tenaga 

ahli atau tenaga terlatih yang mempunyai pendidikan khusus dan 

mempunyai sertifikasi dari pemerintah. Sumberdaya manusia di sini 

adalah Mediator Hubungan Industrial yang berada di Bidang 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial yang mempunyai tugas untuk 

melakukan pembinaan dan sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Pegawai yang lain yaitu Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang 

berada di Bidang Pengawasan Ketenagake.rjaan yang mempunyai 

tugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan aturan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja oleh perusahaan dan melakukan penindakan 

hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja. Pegawai yang lain tentang yaitu Pegawai Pengawas dan 

Pemeriksa (WASRIK) yang berada di BPJS Kesehatan dan BPJS 

Ketenagake.rjaan yang pertugas melakukan pemeriksaan rutin terhadap 

pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh perusahaan. Berikut 

ini ini adalah hasil wawancara tentang faktor pendukung yang berupa 

sumberdaya manusia. 

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

"Faktor pendukung yang lain yaitu Bidang Hubungan Industrial dan 
Jaminan Sosial memiliki 7 (tujuh) mediator Hubungan Industrial yang 
bertugas untuk melakukan pembinaan di bidang hubungan industrial 
danjaminan sosial khususnya Jaminan Sosial Tenaga Ke.rja ............... " 
(wawancara tanggal18 Mei 2017) 

Kepala Seksi Syarat Ke.rja dan Jaminan Sosial 

"Adanya mediator hubungan industrial yang mempunyai tugas untuk 
melakukan pembinaan kepada perusahaan termasuk di dalamnya 
pembinaan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kelja ................. " 
(wawancara tanggal 18 Mei 2017) 
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Kepala Bagian Marketing BPJS Kesehatan 

" BPJS Kesehatan juga sudah mempunyai petugas pengawas dan 
pemeriksa (W ASRIK) yang dapat membantu pegawai pengawas 
ketenagakerjaan untuk memeriksa kepatuhan perusahaan-perusahaan 
dalam mentaati peraturan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kelja. 
Faktor pendukung yang lain yaitu saat ini klinik kesehatan di 
perusahaan yang sudah ada dan telah memenuhi persyaratan tertentu 
dapat didaftarkan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama BPJS 
Kesehatan sehingga memudahkan pekerja untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan ................. " (wawancara tanggal22 Mei 2017) 

Kepala Bagian Operasional BPJS Ketenagakeljaan 

" Faktor pendudukung pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kelja 
sesuai dengan kewenangan BPJS Ketenagakeljaan yaitu saat ini BPJS 
Ketnagakerjaan sudah memiliki petugas pengawas dan pemeriksa 
(WASRIK) yang dapat membantu Pegawai Pengawas 
Ketenagakeljaan dalam mengawasi pelaksanaan aturan Jaminan Sosial 
Tenaga Kelja oleh perusahaan-perusahaan. 

4) Tugas yang terperinci 

Faktor pendukung yang lain yaitu adanya adanya pembagian 

tugas yang terperinci di Dinas Tenaga Kelja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan sedangkan bidang 

Pengawasan Ketenagakeljaan mempunya1 tugas malakukan 

pengawasan dan penegakan hukum peraturan tentang Jaminan 

Sosial Tenaga Kelja. Berikut ini hasil wawancara tentang pembagian 

tugas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah: 

Kepala Dinas Tenaga Kelja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

"Dinas Tenaga Kelja dan Transmigrasi telah menegaskan dan 
memperinci tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan kebijakan di 
bidang Jaminan Sosial Tenaga Kelja tersebut dalam tugas dan fungsi 
di bidang-bidang yang ada pada Dinas Tenaga Kelja dan Transmigrasi 
Provinsi Jawa Tengah. Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Jawa Tengah pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kelja 
menjadi tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dan 
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Bidang Pengawasan Ketenagakeijaan. Bidang Hubungan Industrial 
dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan 
sedangkan bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas 
malakukan pengawasan dan penegakan hukum peraturan tentang 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja ........... " (wawancara tanggal 16 Mei 
2017) 

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial: 

"Tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jamiuan Sosial dalam 
pelaksanaan Jaminau Sosial Tenaga Kerja hauya bersifat 
pembinaan bukan penegakan peraturan maksudnya adalah bidang 
hubungan industrial dan jaminan sosial melakukan sosialisasi tentang 
peraturan-peraturan tentang jaminan sosail tenaga keija khususnya 
kepada pengusaha dan pekeija. Sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga 
Keija dilakukan oleh Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial dan 
Mediator Hubungan Indutrial. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh 
seksi syarat kerja dan jaminan sosial dalam bentuk klasikal yang 
pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah anggaran sedangkan 
pembinaan atau sosialisasi yang dilakukan oleh mediator hubungan 
industrial langsung ke perusahaan-perusahaan ......... " (wawancara 
tanggal 18 Mei 20 17) 

Hal tersebut juga dibenarkan oleh kepala Bidang Pengawasan 

Ketenagakeijaan yang menyatakan tugas Bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan di bidang Jaminan Sosial Tenaga Keija adalah 

melakukan pengawasan dan penegakan hukum peraturan tentang 

Jarninan Sosial Tenaga Keija. Berikut ini hasil wawancara dengan 

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan : 

" Bidang pengawasan ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan 
Sosial Tenaga Keija bertugas mengawasi kepatuhan perusahaan dalam 
mentaati peraturan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya 
kepatuhan perusahaan dalam mengikutsertakan pekeijanya dalam 
program Jaminan Sosial Tenaga Kelja. Dalam pelaksanaan 
pengawasan ketenagakeijaan di lapangan dilakukan oleh Pegawai 
Pengawas Ketenagakeijaan. Apabila dalam pengawasan 
ketenagakeijaan khususnya dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja ditemukan perusahaan yang tidak mengikusertakan pekeijanya 
ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Keija maka pegawai 
pengawas ketenagakeijaan akan memberikan Nota Peringatan ........... " 
(wawancara tanggal19 Mei 2017) 
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Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Seksi Syarat Kerja dan 

Jaminan Sosial yang menyatakan : 

"Seksi syarat kerja dan jaminan sosial salah satu tugasnya adalah 
mensosialisasikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pelaksanaan 
sosialisasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini diberikan kepada 
pengusaha dan pekerja. Berdasarkan peraturan perundang-undangan 
maka Pemeritah Daerah Provinsi hanya memiliki kewenangan 
memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan 
yang lintas kabupaten dalam satu provinsi ........ " (wawancara tanggal 
18 Mei 2017) 

5) Koordinasi dan Komunikasi 

Faktor pendukung lain dalam pelaksanaan kebijakan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja yaitu Faktor Koordinasi dan Komunikasi. 

Pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melibatkan 

banyak pihak yang terkait sehinga kesuksesan pelaksanaan kebijakan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja sangat dipengaruhi oleh koordinasi dan 

komunikasi diantara pihak-pihak tersebut. Berikut ini hasil wawancara 

terhadap pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja tentang faktor koordinasi dan dan konsultasi : 

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

" Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah juga 
mempuyai Lembaga Kerja Sarna Tripartit yang diketuai langsung oleh 
Gubemur yang dapat digunakan untuk membahas permasalahan-
permasalahan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ............... " 
(wawancara tanggal 18 Mei 2017) 

Kepala Bagian Marketing BP JS Kesehatan 

"Faktor pendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai 
dengan peran BPJS Kesehatan yaitu saat ini di seluruh 35 kabupetn/ 
kota di Jawa Tengah sudah ada kantor cabang atau kantor pelayanan 
BPJS Kesehatan sehingga memudahkan peserta untuk mendapatkan 
pelayanan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan juga sudah menjalin 
kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Jawa Tengah dan kerjasama tersebut telah dituangkan dalam bentuk 
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Memorandum of Understanding (MOU) ................. " (wawancara 
tanggal22 Mei 2017) 

Kepala Bagian Operasional BPJS Ketenagakeijaan 
" BPJS Ketenagakerjaan juga aktif berkoordinasi dan berkomunikasi 
dengan Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 
untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam p~Jaksanaan 
Jaminan Sosial Tenaga Keija dan merencanakan tindaklanjutnya. 
BPJS Ketenagakerjaan juga aktif berkoordinasi dengan Dinas Tenaga 
Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam menindaklanjuti 
loporan Kecelakaan Keija. BPJS Ketenagakeijaan juga sudah 
memiliki kantor cabang atau kantor pelayanan di seluruh 35 
kabupaten/ kota di Jawa Tengah yang akan memudahkan peserta 
untuk mendapatkan pelayanan ................. " (wawancara tanggal24 Mei 
2017) 

Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 

" Faktor pendukung yang lain yaitu serikat pekeija/ serikat buruh 
mempunyai perhatian yang besar dalam mendukung pelaksanaan 
jaminan sosial tenag keija di Jawa Tengah sehingga membantu untuk 
mengawasi perusahaan-perusahaan dalam melaksanakan Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja .............. " (wawancara tanggal 30 Mei 2017) 

b. Hambatan-hambatan 

Dalam melaksanakan wawancara \fengan pihak-pihak yang 
terkait langsung maupun tidak langsung didapat informasi tentang 
hambatan-hambatan dalam melaksanakan Jaminan Sosial Tenaga 
Keija. Hambatan-hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai sebab. 
Berikut ini hasil wawancara secara lengkap. 

I) Hambatan karena regnlasi 

Perturan tentang Jaminan Sosial Tenaga Keija saat ini hanya 

memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang me!anggar 

dan sanksi administratif tesebut harus diatur lebih lanjut dengan 

peraturan yang lain yang sampai saat ini peraturan tersebut belum 

dibuat. Hal ini disampaikan dalam wawancara sebagai berikut : 

Kepala Seksi Syarat Keija dan Jaminan Sosial 

120 

43121.pdf



"Faktor yang lain yaitu dalam undang-undang nomor 24 tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jarninan Sosial (BPJS) disebutkan 
bahwa sanksi perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekeijanya 
menjadi peserta BPJS bersifat administratif yaitu tidak diberikan 
pelayanan publik. Sedangkan pelayanan publik itu diberikan baik 
pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah 
daerah kabupatenl kota dan pelayanan publik yang paling banyak 
diberikan oleh pemerintah daerah kabupatenl kota. Untuk memberikan 
sanksi pelayanan publik tersebut harus diatur dengan peraturan yang 
sesuai dengan kewenangan pemerintahnya. Sementara ini di Jawa 
Tengah belum ada satu pemerintah daerah kabupaten/ kota pun 
yang membuat peraturan tentang pengenaan sanksi administrasi 
bagi perusahaan yang tidak mengikutkan pekeijanya menjadi peserta 
BPJS ................. " (wawancara tanggal18 Mei 2017) 

Kepala Bagian Marketing BPJS Kesehatan 

"Faktor-faktor penghambat pelaksanaan jaminan kesehatan yaitu 
sampai saat ini di seluruh 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah belum 
ada yang membuat peraturan untuk memberikan sanksi administaratif 
bagi perusahaan yang belum mengikutsertakan atau mengikutsertakan 
hanya sebagian pekeijanya menjadi peserta BPJS Kesehatan sehingga 
tidak ada sanksi administratif bagi perusahaan yang belum 
mengikutsertakan atau mengikutsertakan hanya sebagian pekeijanya 
menjadi peserta BPJS Kesehatan ................. " (wawancara tanggal 22 
Mei 2017) 

Kepala Bagian Operasional BPJS Ketenagakeijaan 

"Faktor-faktor pengharnbat pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Keija 
yaitu sampai saat ini belum ada kabupatenlkota di Jawa Tengah yang 
sudah membuat peraturan tentang pengenaan sanksi administrasi 
dalam bentuk tidak diberikan pelayanan publik terhadap perusahaan­
perusahaan yang tidak mengikutsertakan atau mengikutsertakan hanya 
sebagian pekeijanya menjadi peserta Jarninan Sosial Tenaga Kerja 
sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial.. ............... " (wawancara tanggal24 Mei 
2017) 

Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Tengah 

"Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Keija 
yaitu dalam undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) disebutkan bahwa sanksi bagi 
perusahaan yang tidak mengikutkan pekeijanya atau mengikutkan 
hanya sebagian pekeijanya menjadi peserta BPJS hanya bersifat 
sanksi administrasi yaitu tidak diberikan pelayanan publik padahal 
sarnpai saat ini belum ada peraturan mengenai sanksi administarsi apa 
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atau pelayanan publik apa yang tidak diberikan apabila perusahaan 
tidak mengikutkan pekerjanya atau hanya mengikutkan sebagian 
pekerjanya menjadi peserta jamian sosial tenaga kerja sehingga 
kewajiban bagi perusahaan untuk mengikutkan pekerjanya menjadi 
peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja sampai saat ini nyaris tanpa 
sanksi ............... " (wawancara tanggal 30 Mei 2017) 

Hambatan karena regulasi juga disebabkan karena peraturan 

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang ada saat ini mengakibatkan 

kepesertaan ganda sehingga pembayaran iuran harus dibayar dua kali 

apabila suami dan istri tersebut sama-sama bekerja dan sama-sama 

menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hal ini disampaikan oleh Ketua 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah dalam 

wawancara sebagai berikut : 

"Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
yaitu kepesertaan jaminan kesehatan adalah w~ib untuk semua 
pekerja dan manfaat yang diperoleh bagi peserta yang berkeluarga 
adalah pelayanan kesehatan untuk pekerja dan satu orang suami atau 
istri dan tiga orang anak. Tetapi berdasarkan peraturan yang ada maka 
bagi suami atau istri yang sama-sama bekerja maka dua-duanya tetap 
wajib untuk menjadi peserta jaminan kesehatan padahal apabila satu 
pekerja saja sudah ikut sudah menanggung untuk keluarganya. Hal ini 
mengakibatkan kepesertaan ganda sehingga pembayaran iuran dibayar 
dua kali apabila suami dan istri tersebut sama-sama bekerja dan sama­
sama menjadi peserta BPJS Kesehatan padahal iuran tersebut dibayar 
oleh pekerja dan dibayar oleh pengusaha sehingga pekerja dan 
pengusaha dirugikan karena harus membayar iuran dua kali atau 
ganda ....................... " (wawancara tanggal 29 Mei 2017) 

2) Hambatan karena struktur organisasi 

Hambatan karena struktur organisasi disebabkan karena 

meskipun Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 

dalam pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi 

wilayah seluruh Provinsi Jawa Tengah tetapi kedudukannnya hanya 
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sebagi koordinator seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam 

wawancara sebagi berikut : 

" Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja adalah sebelum diberlakukan undang-undang nomor 23 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa hanya sebatas koordinator yang 
bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga 
KeJja sedangkan kewenangan utama ada pada dinas yang membidangi 
ketenagakerjaan di kabupaten/ kota. 

3) Hambatan karena anggaran 

Hambatan karena anggaran disebabkan anggaran yang ada baik 

dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Dekonsentrasi dari 

Kementerian KetenagakeJjaan RI masih jauh dari mencukupi. Hal ini 

seperti yang disampaikan dalam wawancara sebagai berikut : 

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jarninan Sosial 

" Anggaran Dana Dekonsentrasi Bidang Hubungan Industrial yaitu 
anggaran dari kementerian ketenagakerjaan yang diberikan kepada 
Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/ kota melalui 
provinsi yang digunakan untuk membiayai pembinaan Jaminan Sosial 
Tenaga KeJja sejak dua tahun ini dihentikan sehingga dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan kabupaten/ kota hampir tidak memiliki 
anggaran untuk melakukan pembinaan kepada perusahaan .............. " 
(wawancara tanggal 18 Mei 2017). 

Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial 

" Faktor penghambat yaitu anggaran yag disediakan terlalu sedikit 
yaitu untuk pembinaan Jaminan Sosial Tenaga KeJja yang bentuknya 
klasikal rata-rata hanya disediakan untuk empat angkatan dengan 
masing-masing angkatan sebanyak 30 orang bahkan pada tahun 2017 
hanya disediakan untuk satu angkatan dengan jumlah peserta 
sebanyak 40 orang .................. " (wawancara tanggal18 Mei 2017) 
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4) Hambatan karena sumberdaya manusia 

Hambatan karena sumberdaya manusia disebabkan di Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah khususnya 

Mediator Hubungan Industrial dan Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan rasionya sangat tidak berimbang dengan jumlah 

perusahaan yang ada. Hal ini seperti yang disampaikan dalam 

wawancara sebagai berikut : 

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

"Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
di Provinsi Jawa Tengah yaitu jumlah Mediator Hubungan Industrial 
di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 
maupun di dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/ kota 
tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada sehingga 
kemampuan Mediator Hubungan Industri!il di provinsi maupun di 
kabupaten/ kota untuk melakukan pembinaan tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja ke perusahaan sangat terbatas di samping itu mediator 
hubungan industrial di dinas yang membidangi ketenagakerjaan 
kabupaten/ kota sering dipindahkan ke dinas lain yang tidak 
berhubungan dengan ketenagakerjaan maupun Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja ............... " (wawancara tanggal18 Mei 2017) 

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 

"Faktor penghambat yang lain yaitu jumlah pegawai pengawas 
ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang 
harus diawasi. Saat ini jumlah seluruh pegawai pengawas 
Ketenagakerjaan di Jawa Tengah sebanyak 168 sementara jumlah 
perusahaan yang harus diawasi sebanyak 22.000 Iebih padahal rasio 
yang ideal jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan jumlah 
perusahaan yang harus diawasi berdasarkan Peraturan Menteri 
Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 
Pengawasan Ketenagakerjaan adalah sebesar 1:60 (satu banding enam 
puluh) sedangkan saat ini rasio jumlah pegawai pengawas 
ketenagakerjaan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi 
sebesar 1:131 (satu dibanding seratus tiga puluh satu) sehingga 
banyak perusahaan di Jawa Tengah yang tidak diawasi oleh Pegawai 
Pengawas Ketenagakerjaan ................. " (wawancara tanggal 19 Mei 
2017) 
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5) Hambatan karena administrasi 

Hambatan karena administrasi disebabkan pelimpahan status 

kepegawaian Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dari pegawai 

pemerintah daerah kabupaten/ kota menjadi pegawai pemerintah 

daerah provinsi menuntut dilakukannya penataan ulang 

sebagaimana disampaikan dalam wawancara sebagai berikut : 

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 

"Faktor-faktor penghambat yaitu perubahan kewenangan pengawasan 
ketenagakerjaan dari pemerintah daerah kabupaten/ kota ke 
pemerintah daerah provinsi yang mengakibatkan pelimpahan status 
kepegawaian Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dari pegawai 
pemerintah daerah kabupaten/ kota menjadi pegawai pemerintah 
daerah provinsi menuntut dilakukannya penataan ulang karena 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah harus 
melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan termasuk di dalarnnya 
pengawasan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di 35 
kabupaten/ kota di seluruh Jawa Tengah sedangkan Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki kantor 
di tiap-tiap kabupaten/ kota di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah. 
Apabila pegawai pengawas ketenagakeijaan semua dipusatkan di 
kantor Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di 
Semarang maka akan menyulitkan pelaksanaan pengawasan di 
Iapangan. Proses pengalihan status kepegawaian pegawai pengawas 
ketenagakeijaan dari kabupaten/ kota ke provinsi juga membutuhkan 
proses administrasi yang cukup panjang sehingga membuat 
pelaksanaan pengawasan ketenagakeijaan menjadi tidak dapat 
Iangsung beijalan dengan Iancar .................. " (wawancara tanggal 19 
Mei 2017) 

Sekretaris Serikat Pekeija Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Tengah 

"Fakor penghambat yang lain yaitu pclimpahan pengawasan 
Ketenagakeijaan dari pemerintah daerah kabupaten/ kota ke provinsi 
diikuti dengan pelimpahan status kepegawaian Pegawai Pengawas 
Ketenagakerjaan dari kabupaten/ kota ke provinsi tetapi pegawai 
pengawas ketenagakeijaan yang ada masih bertugas di wilayah 
kabupaten/ kota tempat semula mereka bekeija dan belum dilakukan 
rotasi. Rotasi ini pcnting untuk dilakukan agar untuk mengkroscek 
kinerja Pegawai Pengawas Ketenagakeijaan .............. " (wawancara 
tanggal30 Mei 2017) 
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6) Hambatan karena pelayanan 

Hambatan karena pelayanan disebabkan pelayanan yang 

diberikan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama atau tingkat kedua 

masih banyak yang belum memuaskan karena masih sering ada 

peserta jaminan kesehatan di tolak di rumah sakit dengan alasan 

kamar penuh atau diminta untuk membeli obat sendiri dengan alasan 

obat yang dibutuhkan tidak ada. Hal ini seperti yang disampaikan oleh 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah dalam 

wawancara sebagai berikut : 

Faktor penghambat yang lain yaitu pelayanan yang diberikan oleh 
Fasilitas Kesehatan tingkat pertama atau tingkat kedua masih banyak 
yang belum memuaskan karena masih sering ada peserta jaminan 
kesehatan di tolak di rumah sakit dengan alasan kamar penuh atau 
diminta untuk membeli obat sendiri dengan alasan obat yang 
dibutuhkan tidak ada. Hal-hal tersebut yang terkadang membuat 
pengusaha enggan mengikutsertakan pekerjanya menjadi peserta 
jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya jaminan kesehatan atau 
pengusaha lebih memilih untuk mengikutsertakan pekerjanya ke 
dalam asuransi swasta ...................... " (wawancara tanggal 29 Mei 
2017) 

7) Hambatan karena koordinasi dan komunikasi 

Hambatan karena koordinasi dan komunikasi disebabkan di 

tingkat kabupaten! kota koordinasi antara dinas yang membidangi 

Ketenagakerjaan kabupaten! kota dengan Kantor Cabang BPJS 

Kesehatan dan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan masih kurang. 

Masing-masing masih berjalan sendiri-scndiri. Seperti yang 

disampaikan dalam wawancara sebagai berikut : 

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 
" Koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan 
kabupaten! kota juga sering berjalan kurang baik karena adanya 
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mutasi pegawai yang relatif cepat di dinas yang membidangi 
ketenagakerjaan kabupaten/ kota .............. " (wawancara tanggal 18 
Mei 2017) 

Kepala Seksi Syarat Keija dan Jaminan Sosial 

" Faktor yang lain yaitu untuk pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga 
Keija di tingkat kabupaten/ kota koordinasi antara dinas yang 
membidangi Ketenagakeijaan kabupaten/ kota dengan Kantor Cabang 
BPJS Kesehatan dan Kantor Cabang BPJS Ketenagakeijaan masih 
kurang. Masing-masing masih beijalan sendiri-sendiri sehingga 
hasilnya tidak maksimal... ............... " (wawancara tanggal 18 Mei 
2017) 

Kepala Bagian Marketing BPJS Kesehatan 

" Faktor penghambat yang lain yaitu koordinasi dan komunikasi 
antara beberapa dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/ 
kota dengan kantor cabang BPJS Kesehatan kurang beijalan dengan 
baik ................ " (wawancara tanggal22 Mei 2017) 

Kepala Bagian Operasional BPJS Ketenagakeijaan 

" Faktor penghambat yang lain yaitu · Koordinasi dan Komunikasi 
antara kantor cabang BPJS Ketenagakeijaan dan dinas yang 
membidangi ketenagakeijaan kabupaten/ kota masih kurang 
................ " (wawancara tanggal24 Mei 2017) 

8) Hambatan karena kepatuhan 

Hambatan karena kepatuhan disebabkan instansi-instansi 

pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten/ kota dan 

perusahaan tidak patuh terhadap peraturan ten tang J aminan Sosial 

Tenaga Keija. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara sebagai 

berikut: 

Kepala Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

" Faktor penghambat lain yaitu instansi-instansi pemerintah daerah 
baik di provinsi maupun kabupaten/ kota sendiri kadang memberi 
contoh tidak benar yaitu dengan tidak mengikutkan pekeijanya 
terutama pekeija honorer untuk menjadi peserta Jaminan Sosial 
Tenaga Keija ............. " (wawancara tanggal 16 Mei 2017) 
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Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial 

" Faktor penghambat lain yaitu kepatuhan perusahaan untuk 
mengikutkan pekerjanya menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja terutama untuk perusahaan kecil masih rendah padahal sudah 
diberikan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan J aminan Sosial 
Tenaga Kerja dan arti penting Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
.................. " (wawancara tanggal 18 Mei 2017) 

3. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan 

kebijakannya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang 

bekerja di dalam hubungan kerja me1a1ui Program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait 

1angsung dengan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berikut ini 

kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi hambatan-

hambatan dalam pe1aksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

a. Kebijakan untuk mengatasi hambatan karena regulasi 

Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial 

"Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 
Tengah untuk mengatasi habatan karena da1am undang-undang nomor 
24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja (BPJS) disebutkan bahwa sanksi perusahaan yang tidak 
mengikutsertakan pekerjanya menjadi peserta BPJS bersifat 
administratif yaitu berbentuk tidak berikan pelayanan publik yaitu 
dengan membuat membuat Surat Edaran Gubemur Jawa Tengah 
Nomor 560/017855 Tanggal 16 Oktober 2013 Perihal Perlindungan 
Tenaga Kerja Melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang 
ditujukan kepada Bupati dan Walikota Se-Jawa Tengah dan Kepala 
Badan/ Dinas/ Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah yang isinya meminta kepada Bupati dan Walikota Se-Jawa 
Tengah dan Kepala Badan/ Dinas/ Kantor di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah agar mempersyaratkan Kepesertaan Jaminan 
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Sosial Tenaga Keija dari para karyawan dalam pengurusan perijinan . 
............ " (wawancara tanggall8 Mei 2017) 

b. Kebijakan untuk mengatasi hambatan karena struktur organisasi 

Kepala Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

" Setelah diberlakukannya undang-undang nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah maka Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah akan memanfaatkan kewenangan 
pengawasan ketenagakeijaan yang diberikan oleh undang-undang 
dengan sebaik-baiknya dengan cara mengoptimalkan kineija Pegawai 
Pengawas Ketenagakeijaan ..................... " (wawancara tanggal16 Mei 
2017) 

c. Kebijakan untuk mengatasi hambatan· Anggaran 

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

" Kebijakan untuk mengatasi hambatan karena Anggaran Dana 
Dekonsentrasi Bidang Hubungan Industrial dari Kementerian 
Ketenagakeijaan dihentikan yaitu mengusulkan kembali kepada 
Kementerian Ketenagaketjaan RI melalui Direktorat Jenderal 
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
agar dana dekonsentrasi untuk pembinaan Jaminan Sosial Tenaga 
Keija diberikan kembali untuk tahun-tahun anggaran yang akan 
datang. Disamping itu Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi 
Jawa Tengah menghimbau kepada Dinas yang membidangi 
ketenagakeijaan di kabupaten/ kota bisa menganggarkan anggaran 
untuk pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui Anggaran dan 
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ka!mpaten/ kota ................. " 
(wawancara tanggal18 Mei 2017) 

Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial 

" Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 
Tengah untuk mengatasi hambatan karena anggaran yang disediakan 
untuk pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terlalu sedikit yaitu 
mengusulkan agar anggaran untuk kegiatan pembinaan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja agar dinaikkan terutama anggaran dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan 
untuk tahun 2018 Seksi Syarat Kerja sudah mengajukan anggaran. 
Disamping itu Seksi Syarat Keija dan Jaminan Sosial juga 
mengajukan lagi anggaran untuk Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga 
Keija melalui anggaran dana dekonsentrasi dari Kementerian 
Ketenagakeijaan RI. Seksi Syarat keija dan Jaminan Sosial juga 
memaksimalkan anggaran yang sudah ada dengan cara bekeijasama 

129 

43121.pdf



dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk sharing 
anggaran untuk Pembinaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Cara ini 
lebih efektif dan efisien daripada masing-masing Stakeholder berjalan 
sendiri menggunakan angarannya ............. " (wawancara tanggal 18 
Mei 2017) 

d. Kebijakan untuk mengatasi hambatan karena SDM 

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

" Kebijakan Pemerintah Daerah Jawa Tengah untuk mengatasi 
hambatan-hambatan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di 
Provinsi Jawa Tengah karena Jumlah Mediator Hubungan Industrial di 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah maupun 
di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/ kota tidak 
sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada sehingga kemampuan 
Mediator Hubungan Industrial di Provinsi maupun di Kabupaten/ Kota 
untuk melakukan pembinaan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ke 
perusahaan sangat terbatas dan untuk mengatasi hambatan karena 
mediator hubungan industrial di dimis yang membidangi 
ketenagakerjaan kabupaten/ Kota sering dipindahkan ke dinas lain 
yang tidak berhubungan dengan ketenagakerjaan maupun Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja yaitu membuat surat Edaran Gubemur kepada 
Bupati/ Walikota agar menambah jumlah mediator hubungim 
industrial dengan cara mengikutkan pegawai yang ada untuk 
mengikuti Diklat Mediator Hubungan Industrial yang deselenggarakan 
o1eh Kementerian Ketenagakerjaan RI. . ................ " (wawancara 
tanggal 18 Mei 20 17) 

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 

"Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan jamian sosial 
ketenagakerjaan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak 
sebanding dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi yaitu Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah akan manambahjumlah 
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dengan cara Mengikutkan staf di 
bidang Pengawasan Ketenagakerjaan yang sudah memenuhi syarat 
yang belum mengikuti Diklat Pengawasan Ketenagakerjaan untuk 
mengikuti Diklat Pengawasan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan 
oleh Kemeilterian Ketenagakerjaan RI ..................... " (wawancara 
tanggal 19 Mei 2017) 

e. Hambatan karena Administrasi 

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan 
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"Kebijakan untuk mengatasi hambatan karena perubahan kewenangan 
pengawasan ketenagakerjaan dari pemerintah daerah kabupaten/ kota 
ke pemerintah daerah provinsi yang mengakibatkan pelimpahan status 
kepegawaian Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dari pegawai 
pemerintah daerah kabupaten/ kota menjadi pegawai pemerintah 
daerah provinsi yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 
Jawa Tengah membagi enam wilayah Satuan Kerja (SATKER) 
Pengawasan Ketenagakerjaan. Keenam wilayah itu meliputi enam 
wilayah eks karesidenan di Jawa Tengah yaitu Wilayah Eks 
Karesidenan Surakarta dengan kantor SA TKER di Surakarta, Wilayah 
Eks Karesidean Semarang dengan kantor SA TKER di Semarang, 
Wilayah Eks Karesidenan Pati dengan kantor SATKER di Pati, 
Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan dengan kantor SATKER di 
Pekalongan, wilayah Eks Karesidenan Kedu dengan kantor SA TKER 
di Magelang, Wilayah Eks Karesidenan Banyumas dengan kantor 
SATKER di Purwokerto. Pembentukan SA TKER ini dilakukan karena 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah harus 
melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan termasuk di dalarnnya 
pengawasan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di 35 
kabupaten/ kota di seluruh Jawa Tengah sedangkan Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki kantor 
di tiap-tiap kabupaten/ kota di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah. 
Apabila pegawai pengawas ketenagakerjaan semua dipusatkan di 
kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di 
Semarang maka akan menyulitkan pelaksanaan pengawasan di 
lapangan ...................... " (wawancara tanggal19 Mei 2017) 

f. Kebijakan untuk mengatasi hambatan karena pelayanan 

Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial 

Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 
Tengah untuk mengatasi hambatan karena pelayanan fasilitas 
kesehatan yang kurang baik yaitu melakukan koordinasi dengan BPJS 
Kesehatan untuk menindaklanjuti aduan-aduan dari pekerja dan 
pengusaha terhadap pelayanan fasilitas kesehatan dari BPJS 
Kesehatan ............ " (wawancara tanggal18 Mei 2017) 

g. Kebijakan untuk mengatasi hambatan karena koordinasi dan 

komunikasi 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

" Untuk mengatasi hambatan-hambatan Pelaksanaan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja karena adanya karena kurangnya koordinasi dengan 
stakeholder BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang 
membidangi ketenagakerjaan kabupaten/ kota maka kebijakan yang 
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ditempuh yaitu meningkatkan komunikasi dan koordinasi di antara 
para stakeholder Jaminan Sosial Tenaga Kelja di Jawa Tengah yaitu 
Dinas Tenaga Kelja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, BPJS 
Ketenagakeljaan, BPJS Kesehatan dan dinas yang membidangi 
ketenagakeljaan kabupaten/ kota di Jawa Tengah dengan mengadakan 
pertemuan-pertemuan yang melibatkan para stakeholder tersebut 
seperti dalam Rapat Koordinasi Daerah (RAKODA) 
Pengawas ..................... " (wawancara tanggal 16 Mei 2017) 

h. Kebijakan untuk mengatasi hambatan karena kepatuhan 

Kepala Dinas Tenaga Kelja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

"Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja karena instansi-instansi pemerintah daerah baik di provinsi 

, maupun kabupaten/ kota sendiri memberi contoh tidak benar yaitu 
dengan tidak mengikutkan pekerjanya terutama pekerja honorer untuk 
menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja maka Kebijakan 
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tegah agar instansi-instansi 
pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten/ kota memberi 
contoh yang benar yaitu dengan mengikutkan pekerjanya terutama 
pekelja honorer untuk menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
yaitu inembuat Sural Edaran Gubemur Nomor 560/017855 Tanggal 
16 Oktoer 2013 Perihal Perlindungan Tenaga Kelja Melalui Program 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang ditujukan kepada Bupati dan 
Walikota Se- Jawa Tengah. lsi dari surat tersebut yaitu : 

Agar mengikutsertakan pegawai Non-PNS dan Perangkat desa 
ke dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kelja 
Melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, terhadap perusahaan milik 
negara maupun milik swasta, termasuk koperasi, yayasan dan 
unit usaha lainnya untuk mengikutsertakan seluruh pekeljanya 
dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
Gubemur Jawa Tengah juga membuat Surat EdaranNomor 

560/017855 Tanggal 16 Oktoer 2013 Perihal Perlindungan Tenaga 
Kelja Melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang ditujukan 
Kepala Badan! Dinas/ Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah yang isinya : 

Memerintahkan untuk mengikutsertakan seluruh Pegawai Non 
PNS yang ada di lingkungannya dalam program Jaminan Sosial 
Tenaga Kelja ..................... " (wawancara tanggal16 Mei 2017) 
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D. Grafik-Grafik 

1. Grafik implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja yang bekerja 

di dalam hubungan kerja melalui Program Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja. 
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2. Grafik faktor-faktor pendukung dan hambatan-hambatan yang 

dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam 

melaksanakan kebijakannya untuk memberikan perlindungan kepada 

pekerja yang bekerja di dalam hubungan kerja melalui Program 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
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3. Grafik kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam 

melaksanakan kebijakannya untuk memberikan perlindungan kepada 

pekerja yang bekerja di dalam hubungan kerja melalui Program 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
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A. Kesimpulan 

BABV 
Kesimpulan Dan Saran 

1. lmplementasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 

dalam memberikan perlindungan kepada pekeija yang bekeija di 

dalam hubungan keija melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak yang terkait 

langsung maupun pihak yang terkait tidak langsung didapat informasi 

bahwa pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Keija oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah secara umum sudah 

menerapkan prinsip-prinsip New Publik Management. Adapun 

prinsip-prinsip New Public Management yang sudah diterapkan 

sebagai berikut : 

a. Manajemen Profesional yang terdiri dari 

1) Pembagian Tugas 

Pembagian tugas ini adalah Bidang Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan 

sedangkan bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai 

tugas malakukan pengawasan dan penegakan hukum 

peraturan tentang Jaminan Sosial Tenaga Keija. 

2) Penggunaan Tenaga Ahli/ Terlatih 

Tenaga ahli atau terlatih tersebut yaitu Mediator 

Hubungan Industrial yang bertugas untuk melakukan sosialisasi 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada perusahaan dan Pegawai 
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Pengawas Ketenagakeijaan yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan _ perturan Jaminan Sosial 

Tenaga Keija Oleh Perusahaan dan melakukan penindakan 

hukum terhadap perusahaan yang melanggar. 

3) Kerjasama 

Dalam melaksanakan kebijakan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja bekeijasama Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah bekeijasama dengan dinas yang 

membidangi ketenagakeijaan di kabupaten/ kota dan BPJS 

Kesehatan serta BPJS Ketenagakeijruin. 

b. Standar yang terukur 

Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah dalam melaksanakan kebijakan di bidang Jaminan 

Sosial Tenaga Keija juga sudah menggunakan standar yang 

terukur yaitu berupa target capaian kepesertaan Jaminan Sosial 

Tenaga Keija sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis 

(RENSTRA) Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2013-2018. 

c. Manajemen Desentralistik 

Pelaksanaan Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di 

Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

dilakuan secara desentralistik yaitu kewenangannya diberikan 

kepada unit-unit kecil dibawahnya dari bidang sampai seksi 

sampai pejabat fungsional 
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d. Penggunaan sumberdaya secara maksimal 

Untuk mendekatkan pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan 

wilayah tugasnya maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 

ditempatkan di Satuan Kerja (SATKER) yang berada di enam 

wilayah yaitu Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan, Magelang 

dan Banyumas 

e. Manajemen gaya perusahaan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

dalam pelaksanaan kebijakan Jarninan Sosial Tenaga Kerja 

menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan yaitu : 

I) Pemyataan Misi 

Misi kelima Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah adalah "Mendorong kepesertaan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja baik diluar maupun didalam hubungan 

kerja". 

2) Menerima kritik, saran dan masukan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah dalam pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja juga menerima krirtik, saran dan masukan dari berbagi 

pihak seperti yang disampaikan dalam wawan cara dengan 

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah 

dan Sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa 

Tengah. 
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2. Faktor-faktor pendukung dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan 

kebijakannya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang 

bekeJja di dalam hubungan keJja melalui Program Jaminan Sosial 

Tenaga KeJja. 

a. Faktor Pendukung 

1) F aktor Regulasi 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah mempunyai 

peraturan gubernur tentang pelaksanaan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja yaitu Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 

Tenaga KeJja. 

2) Anggaran 

Pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

mendapatkan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jawa 

Tengah dan Anggaran Dekonsentrasi dari Kementerian 

Ketenagakerjaan RI 

3) Sumber Daya Manusia 

Sumberdaya manusia di sini adalah Mediator Hubungan 

Industrial Pegawai Pengawas KetenagakeJjaan dan Pegawai 

Pengawas dan Pemeriksa (W ASRIK). 

4) Tugas yang terperinci 

Faktor pendukung yang lain yaitu adanya pembagian tugas 

yang terperinci di Dinas Tenaga KeJja dan Transmigrasi 
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Provinsi Jawa Tengah Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan sedangkan 

bidang Pengawasan Ketenagak:erjaan mempunyai tugas 

malakukan pengawasan dan penegakan hukum peraturan 

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 

5) Koordinasi dan Komunikasi 

Pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

melibatkan banyak pihak yang terkait sehinga kesuksesan 

pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sangat 

dipengaruhi oleh koordinasi dan komunikasi diantara pihak­

pihak tersebut. 

b. Hambatan-hambatan 

1) Hambatan karena regulasi 

Hambatan karena regulasi ini karena regulasi tentang 

jaminan sosial tenaga kerja yang ada saat ini tidak memberikan 

sanksi yang tegas kepada perusahaan yang melanggar dan 

regulasi yang ada saat ini bisa menimbulkan kepesertaan ganda. 

2) Hambatan karena struktur organisasi 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa hanya sebatas 

koordinator yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja sedangkan kewenangan utama ada 

pada dinas yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/ 

kola. 
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3) Hambatan karena anggaran 

Anggaran baik dari APBD Provinsi Jawa Tengah maupun 

anggaran Dekonsentrasi dari kementerian Ketenagakerjaan 

RI masihjauh dari mencukupi. 

4) Hambatan karena sumberdaya manusia 

Sumberdaya manusia yang · ada terutama Mediator 

Hubungan Industrial dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 

yang ada masih jauh dari rasio yang ideal dengan jumlah 

perusahaan. 

5) Hambatan karena administrasi 

Pelimpahan status kepegawaian Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan dari pegawai pemerintah daerah kabupaten/ 

kota menjadi pegawai pemerintah daerah provinsi menuntut 

dilakukannya penataan ulang. 

6) Hambatan karena pelayanan 

Pelayanan yang diberikan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat 

pertama atau tingkat kedua masih banyak yang belum 

memuaskan. 

7) Hambatan karena koordinasi dan komunikasi 

Koordinasi an tara dinas yang membidangi 

Ketenagakerjaan kabupaten/ kota dengan Kantor Cabang BPJS 

Kesehatan dan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan masih 

kurang. Masing-masing masih berjalan sendiri-sendiri sehingga 

hasilnya tidak maksimal. 
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8) Hambatan karena kepatuhan 

Instansi-instansi pemerintah daerah baik di provinsi 

maupun kabupaten/ kota sendiri kadang memberi contoh tidak 

benar yaitu dengan tidak mengikutkan pekerjanya terutama 

pekerja honorer untuk menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja dan kepatuhan perusahaan untuk mengikutkan pekerjanya 

menjadi peserta Jaminan Sosial Tertaga Kerja terutama untuk 

perusahaan kecil masih rendah. 

3. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan 

kebijakannya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang 

bekerja di dalam hubungan kerja melalui Program Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja. 

a. Kebijakan untuk mengatasi hambatan karena regulasi 

Membuat Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah yang ditujukan 

kepada Bupati dan Walikota Se-Jawa Tengah dan Kepala Badan/ 

Dinas/ Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang 

isinya meminta kepada Bupati dan Walikota Se-Jawa Tengah dan 

Kepala Badan/ Dinas/ Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah agar mempersyaratkan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja dari para karyawan dalam pengurusan perijinan. 

b. Kebijakan untuk mengatasi hambatan karena struktur organisasi 

Memanfaatkan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan yang 

diberikan oleh undang-undang nomor 23 Tahun 2014 dengan sebaik-
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baiknya dengan cara mengoptimalkan kinerja Pegawai Pengawas 

Ketenagakeijaan. 

c. Kebijakan untuk mengatasi hambatan Anggaran 

Mengajukan penambahan anggaran dari APBD Provinsi Jawa 

Tengah dan mengusulkan kembali anggaran dekonsentrasi dari 

Kementerian Ketenagakeijaan RI untuk bidang hubungan industrial 

dan jaminan sosial dan melakukan sharing anggaran dengan BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 

d. Kebijakan untuk mengatasi hambatan karena SDM 

Membuat surat Edaran Gubemur kepada Bupati/ Walikota agar 

menambah jumlah mediator hubungan industrial dengan cara 

mengikutkan pegawai yang ada untuk mengikuti Diklat Mediator 

Hubungan Industrial dan mengikutkan staf di bidang Pengawasan 

Ketenagakerjaan belum mengikuti Diklat Pengawasan 

Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan. 

untuk mengikuti · Diklat 

e. Hambatan karena Administrasi 

Pengawasan 

Dinas Tenaga Keija dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

membagi enam wilayah Satuan Kerja (SATKER) Pengawasan 

Ketenagakeijaan. 

f. Kebijakan untuk mengatasi hambatan karena pelayanan 

Melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk 

menindaklanjuti aduan-aduan dari pekerja dan pengusaha terhadap 

pelayanan fasilitas kesehatan dari BP JS Kesehatan. 
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g. Kebijakan untuk mengatasi hambatan karena koordinasi dan 

komunikasi 

Mengadakan pertemuan-pertemuan yang melibatkan para 

stakeholder Jaminan Sosial Tenaga Kelja seperti dalam Rapat 

Koordinasi Daerah (RAKODA) Pengawasan 

h. Kebijakan untuk mengatasi hambatan karena kepatuhan 

B. Saran 

Surat Edaran Gubemur Nomor kepada Bupati dan 

Walikota Se- Jawa Tengah. lsi dari surat tersebut yaitu : 

Agar mengikutsertakan pegawru Non-PNS dan Perangkat 

desa ke dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kelja 

Melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, terhadap perusahaan 

milik negara maupun milik swasta, termasuk koperasi, 

yayasan dan unit usaha Jainnya untuk mengikutsertakan 

seluruh pekeljanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja. 

1. Agar segera disusun aturan tindak lanjut tentang sanksi administrasi 

untuk menindaklanjuti dari undang-undang nomor 24 tahun 2011 

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Khususnya sanksi 

administrasi dalam bentuk tidak mendapat pelayanan publik tertentu. 

Aturan tentang sanksi administrasi dalam bentuk tidak mendapat 

pelayanan publik tertentu ini harus dibuat oleh pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/ kota. Tujuannya 
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adalah agar pemberi kerja yang belum mengikutkan pekerjanya atau 

baru mengikutkan sebagian pekeijanya menjadi peserta jaminan sosial 

dapat dipaksa untuk mengkutkan semua pekeijanya menjadi peserta 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial baik BPJS Ketenagakerjaan maupun 

BPJS Kesehatan. 

2. Melibatkan Serikat Pekeijal Serikat Buruh (SP/SB) dan Organisasi 

Pengusaha (APINDO) dalam pelaksanaan kebijakan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja khususnya dalam pengawasan pelaksanaan Jaminan 

Sosial Tenaga Keija. Pelibatan Serikat Pekeijal Serikat Buruh (SP/SB) 

dan Organisasi Pengusaha (APINDO) ini maksudnya adalah dengan 

meminta saran dan masukan terhadap pelaksanaan Jaminan Sosial 

Tenaga Keija. Pemberian saran dan masukan ini dilakukan secara 

periodik. 

3. Membuat aturan yang isinya melarang pegawai teknis khususnya 

Mediator Hubungan Industrial dan Pegawai Pengawas 

Ketenagakerjaan untuk dipindah atau dimutasi dengan disertai sanksi 

bagi instansi yang melanggamya. 

4. Melakukan rotasi wilayah tugas pegawai pengawas ketenagakeijaan 

secara periodik yang waktunya disesuaikan dengan kebutuhan. 

Maksud dari rotasi adalah untuk melakukan kroscek silang terhadap 

kineija Pegawai Pengawas Ketenagakeijaan dalam mnejalankan 

tugasnya dalam memeriksa kepatuhan perusahaan atau pemberi keija 

dalam melaksanakan kewajibannya khususnya untuk 
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mengikutsertakan pekeljanya menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga 

Kelja. 

5. Meningkatkan koordinasi diantara para stakeholder Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja dengan membentuk forum di tingkat provinsi dan 

kabupaten kota untuk bisa melakukan perencanaa, koordinasi dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kelja. Forum 

ini harus bisa mencakup para stakehoder Jaminan Sosial Tenaga Kelja 

dan diselenggarakan secara periodik. 

6. Agar mengusulkan kepada pembuatan regulasi yaitu Preseiden RI 

untuk merubah peraturan yang ada yang menyebabkan kepseljaan 

ganda dalam BPJS Kesehatan. 
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